
SULTENG RAYA - 
Perbedaan adalah ruang 
untuk saling belajar dan 
memperbaiki diri. Den-
gan memahami moderasi 
beragama, masyarakat 
tidak hanya menghindari 
kebencian, tetapi juga 
membangun rasa cinta 
dan persaudaraan.

Demikian disampaikan 
Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) Kementerian 
Agama (Kemenag) Pro-
vinsi Sulteng, Mohsen 
Alaydrus, dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan 
Kampung Moderasi Beragama yang digelar di Desa 
Uwemanje, Kabupaten Sigi, Jumat (27/12/2024).
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Pemerintah Upayakan Biaya 
Haji Tahun Depan Lebih Murah

SULTENG RAYA-Menteri Agama (Menag) Nasarud-
din Umar menjamin kualitas tetap baik meski pun 

pemerintah mengupayakan biaya haji 1446 H/2025 
M lebih murah. Penegasan ini disampaikan Menag 

Nasaruddin Umar usai bertemu Menteri Se-
kretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi 

dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra 
Wijaya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kita  membicarakan 
banyak hal, kira-kira apa 
nanti yang bisa membuat 

jemaah haji kita lebih ny-
aman, lebih tenang, dan 
yang paling penting juga 
adalah lebih murah. Tapi 
murahnya bukan berarti 
mengurangi kualitas pelay-
anan, jadi tetap ada efisien-
si, efektif, tapi tetap tidak 
mengurangi kualitas,” jelas 
Menag Nasaruddin, Jumat 
(27/12/2024).

“Misalnya pesawatnya, 
jangan-jangan kita mencari 
murah, tapi pesawatnya di-
cari pesawat tua. Jadi itu 

diwarning juga buat kita,” 
sambung Menag yang juga 
didampingi Wakil Menteri 
Agama (Wamenag) Romo 
Syafi’i.

Dalam pertemuan ter-
sebut, juga dibicarakan 
kemungkinan efisiensi 
yang dilakukan salah satu-
nya dengan mempersingkat 
masa tinggal jemaah haji. 
“Di samping itu kita juga 
berbicara kemungkinan-
kemungkinan apakah je-
maah haji nanti bisa lebih 

pendek (masa tinggalnya) 
dari sebelum-sebelumnya. 
Karena itu kan dalam satu 
hari itu costnya sampai be-
rapa,” kata Menag.

Namun, menurut Menag, 
berbagai kemungkinan ini 
akan dibicarakan lebih lan-
jut dengan pihak pemer-
intah Arab Saudi selaku 
negara penyelenggara haji.

“Tidak bisa kita memu-
tuskan sepihak hal-hal yang 

Limbah Cair dan Matahari, Lahirkan Energi 
Panel Surya di Kawasan Industri IMIP

PANEL surya di atas jalur kanal Fatufia di kawasan PT IMIP. FOTO: IST

Refleksi Akhir Tahun, IMIP Gelar Tabligh Akbar

SUASANA pelaksanaan Tabligh Akbar PT IMIP di Masjid 
Raya Bahodopi, Minggu (29/12/2024). FOTO: DOK. DKM IMIP

SULTENG RAYA - Da-
lam rangka mempererat sila-
turahmi dan meningkatkan 
keimanan di penghujung 
tahun 2024, Dewan Kemak-
muran Masjid PT IMIP me-
nyelenggarakan Tabligh 
Akbar, Dzikir, Muhasabah 
dan Do'a dengan tema "Men-
guatkan Hati, Mempererat 
Silaturahmi : Refleksi Akhir 
Tahun untuk Kehidupan 

yang Sehat, Harmonis dan 
Berkah" dilaksanakan di Ma-
sjid Raya Bahodopi, Minggu 
(29/12/2024). 

Kegiatan Tabligh Akbar 
itu diawali dengan pemba-
caan ayat suci Al-Quran, 
shalawat Nabi Muhammad 
dan dzikir bersama. Di-
lanjutkan dengan tausiyah 

SULTENG RAYA - Ber-
bagai cara telah dilakukan 
oleh PT Indonesia Morowali 
Industrial Park (IMIP) untuk 
mendorong pemanfaatan 
energi bersih khususnya di 
Kabupaten Morowali, Sula-
wesi Tengah. 

Salah satunya dengan 
meningkatkan kapasitas 
pembangkit listrik tenaga 
surya (PLTS) dengan pan-
caran sinar matahari yang 
melimpah di Bumi Tepe Asa 
Moroso dan memanfaatkan 
limbah cair.

Kawasan Industri IMIP 
bersama PT Tsingshan 
Group sebagai salah satu 
tenant, saat ini sedang mem-
bangun PLTS di atas jalur 
kanal Fatufia yang melint-
asi sejumlah titik di dalam 
kawasan. 

Kanal Fatufia di dalam 
kawasan IMIP selama ini 
difungsikan untuk men-
galirkan air bahang. Air 
bahang adalah air laut yang 
telah digunakan untuk men-
dinginkan mesin PLTU dan 
dibuang kembali ke laut.

Untuk sementara ini, jum-
lah panel surya yang terpas-
ang di PLTS kanal Fatufia se-
banyak 2.190 unit. Program 
ini juga merupakan bagian 

KANWIL KEMENAG SULTENG

Perkuat Kerukunan 
Melalui Kampung 
Moderasi Beragama 
di Kabupaten Sigi

Pemprov Sulteng 
Launching 

Aplikasi EVAKU 
dan SIMADU

Lorong IGD RSUD Anuntaloko Parigi Dijadikan Tempat Perawatan Pasien

Pertamina Sulawesi Hadirkan Serambi MyPertamina, 
Berikan Kenyaman Konsumen Selama Nataru

SERAMBI 
MyPerta-
mina di 
Bandara 
Sultan 
Hasa-
nuddin 
Makassar. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

LORONG IGD RSUD Anuntaloko Parigi yang dijadikan tempat perawatan pasien. FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Se-
jumlah pasien dan keluar-
ganya mengeluhkan pe-
layanan di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) 
Anuntaloko Parigi. Ke-
luhan itu terkait dengan 
ruang perawatan pasien 
yang ditempatkan di In-
stalasi Gawat Darurat 
(IGD). Bahkan saking ba-
nyaknya pasien, lorong 
IGD pun dijadikan tempat 
perawatan.

Banyaknya pasien yang 
dirawat di IGD tersebut 
disebabkan belum ram-

pungnya rehab dua gedung 
perawatan di rumah sakit 
milik Pemda Parigi Mou-
tong (Parmout) tersebut. 

Rusman warga Kecama-
tan Ampibabo merupakan 
salah satu warga yang 
mengeluhkan hal terse-
but.  Menurutnya dengan 
kondisi seperti itu pasien 
bukannya sembuh malah 
bisa tambah sakit.

“Dengan kondisi seperti 
ini, pasien bisa stres karena 
banyak orang yang lalu 
lalang sehingga bukannya 
sembuh malah bisa tambah 

sakit,”ujar Rusman yang 
menemani ibunya dira-
wat di ruang IGD, Jumat 
(27/12/2024).

Hal senada juga disam-
paikan salah seorang pe-
jabat di salah satu OPD 
Pemda Parmout. Menu-
rutnya pihak manajemen 
rumah  sakit seharusnya 
bisa secepatnya mengatasi 
persoalan tersebut.

“Seharusnya manajemen 
rumah sakit secepatnya 
mencari solusi misalnya 
menyiapkan tempat pera-
watan darurat yang sesuai 

standar perawatan rumah 
sakit atau meminjam ge-
dung Diklat sebagai tempat 
perawatan seperti pada 
saat mewabahnya penyaki 
COVID-19 yang lalu. Apa-
lagi kondisi seperti ini su-
dah berlangsung beberapa 
bulan. Kasihan warga kita 
terutama dari daerah yang 
jauh yang terpaksa menda-
pat tempat perawatan yang 
kurang nyaman,”ujar peja-
bat yang minta namanya 
tidak diberitakan.

SULTENG RAYA - PT 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi melalui pro-
gram Serambi MyPertamina 
siap menyambut periode 
Natal 2024 dan Tahun Baru 
2025 dengan berbagai laya-
nan unggulan serta promo 
menarik bagi konsumen. 

Bertempat di Bandara 
Sultan Hasanuddin Ma-
kassar dan Bandara Sam 
Ratulangi Manado, Serambi 
MyPertamina hadir untuk 
memberikan kenyamanan 
dan kemudahan bagi para 
pelanggan dan juga masy-

arakat.
Area Manager Communi-

cation, Relation & CSR Su-
lawesi, Fahrougi Andriani 
Sumampow, mengatakan 
dalam rangka memeriah-
kan momen akhir tahun, 
Pertamina Patra Niaga me-
nawarkan berbagai promo 
menarik. “Bagi masyarakat 
yang sedang melakukan 
perjalanan khususnya mela-
lui jalur udara kami siapkan 
Serambi MyPertamina di 
ruang tunggu keberang-

Nasaruddin Umar

Mohsen Alaydrus

SULTENG RAYA  - Gubernur Sulawesi Tengah, 
Rusdy Mastura melaunching aplikasi Elektro-
nik Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan 
(EVAKU) dan SIstem Informasi Manajemen Aset 
Terpadu (SIMADU) Biro Umum Sekretariat Dae-
rah Provinsi Sulawesi Tengah.

SUASANA launching EVAKU dan SIMADU  di Gedung Pogom-
bo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jum’at (27/12/2024). 
FOTO: BIRO ADPIM
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SULTENG RAYA – PT PLN (Per-
sero) mencatat peningkatan transaksi 
pengisian daya kendaraan listrik 
(Electric Vehicle/EV) lebih dari 400 
persen pada hari ke-7 siaga Natal 
2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu. 

Dalam rangkaian peninjauan 
Stasiun Pengisian Kendaraan Lis-
trik Umum (SPKLU) yang dimulai 
dari Tangerang, Bandung, Batang, 
dan Sragen, Direktur Utama PLN 
Darmawan Prasodjo menegaskan 
peningkatan transaksi ini mencer-
minkan tingginya animo masyarakat 
terhadap EV dan semakin berkem-
bangnya infrastruktur SPKLU.

“Selama periode Nataru kali ini, 
kami mencatatkan sebanyak 16.549 
transaksi di SPKLU, meningkat 4,2 
kali lipat dibandingkan dengan 
periode Nataru tahun lalu sebanyak 
3.966 transaksi. Peningkatan yang 
luar biasa ini menunjukkan bahwa 
semakin banyak masyarakat yang 
beralih ke kendaraan listrik untuk 
perjalanan mudik,” ujar Darmawan 
di SPKLU Rest Area KM 519A So-
lo-Ngawi, Jawa Tengah pada Rabu 
(25/12/2024).

Tidak hanya jumlah transaksi, 
PLN juga mencatatkan kenaikan 
konsumsi energi untuk pengisian 
daya EV. Pada Nataru tahun lalu, 

jumlah energi tercatat 81.102 kWh, 
sedangkan tahun ini mencapai 
400.783 kWh, terjadi peningkatan 
hampir 500 persen. 

“Peningkatan jumlah transaksi dan 
konsumsi energi ini menunjukkan 
kepercayaan masyarakat yang sema-
kin tinggi terhadap kendaraan listrik. 
PLN sangat senang bisa mendukung 
perjalanan pemudik EV dengan 
menyediakan infrastruktur SPKLU 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
pengisian daya selama perjalanan,” 
lanjut Darmawan.

Darmawan menegaskan bahwa 
PLN terus berkomitmen mendu-
kung ekosistem kendaraan listrik 
di Indonesia dengan menyediakan 
infrastruktur yang andal, ramah 
lingkungan, dan mudah diakses. 

“Kami memastikan langsung 
seluruh SPKLU, khususnya di jalur 
mudik utama seperti Trans Jawa, 
dapat berfungsi optimal dan siap 
melayani kebutuhan pengguna ken-
daraan listrik selama Nataru,” kata 
Darmawan 

Untuk mendukung lonjakan peng-
guna EV, PLN telah menyiapkan 
3.069 unit SPKLU yang tersebar 
di 2.906 lokasi strategis di seluruh 
Indonesia. Khusus di jalur utama 
Trans Jawa-Sumatra, tersedia 500 
unit SPKLU di 297 lokasi. Sementara 
itu, di Jawa Tengah dan Yogyakarta, 

PLN telah menyediakan 222 unit 
SPKLU di 141 titik lokasi, termasuk 
53 unit di 22 rest area sepanjang tol 
Jawa Tengah.

“Di Rest Area KM 519A ini, kami 
menyediakan 4 unit SPKLU dengan 
berbagai tipe pengisian, mulai dari 
ultra fast charging hingga standar 
charging untuk memastikan kebu-
tuhan pengguna kendaraan listrik 
dapat terpenuhi dengan baik,” tam-
bah Darmawan.

Lonjakan transaksi ini juga di-
dukung oleh kemudahan akses 
melalui aplikasi PLN Mobile. Apli-
kasi ini memungkinkan pengguna 
kendaraan listrik memantau keter-
sediaan SPKLU secara real time 
dan memilih lokasi pengisian daya 
terdekat. Selain itu, PLN menyi-
agakan lebih dari 6.000 personel 
yang siap melayani pengguna EV 
selama 24 jam.

“Kami ingin memastikan per-
jalanan pengguna kendaraan listrik 
selama Nataru berjalan lancar dan 
nyaman. Mulai dari Tangerang 
hingga Sragen, semua SPKLU kami 
pantau dan sejauh ini antrian terken-
dali dengan baik. Jika membutuhkan 
informasi atau bantuan, masyarakat  
dapat mengakses PLN Mobile dan 
hotline Whatsapp di nomor 08777-
11-12-123 yang standby 24 jam,” 
tutup Darmawan.*/HJ

SULTENG RAYA - Men-
teri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Bahlil La-
hadalia mengatakan sektor 
hulu minyak dan gas (migas) 
menjadi kunci pencapaian 
target swasembada ener-
gi sesuai program Astacita 
Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut dia, pencapaian 
swasembada energi memer-
lukan peningkatan produksi 
migas, yang berkelanjutan 
dan optimal.

“Salah satu  langkah 
yang bisa dilakukan adalah 
reaktivasi sumur-sumur 
menganggur (idle) yang 
tidak berproduksi,” katanya 
dalam keterangannya di 
Jakarta, Ahad (29/12/2024).

Menurut dia, potensi yang 
ada di sumur-sumur yang 
telah lama tidak beroperasi 
tersebut cukup besar untuk 

meningkatkan lifting migas 
nasional.

“Kami mengincar tamba-
han lifting migas dari sumur 
idle yang memiliki potensi 
besar,” ujar Bahlil. 

Saat ini, kata Bahlil, Indo-
nesia memiliki 44.985 sumur 
migas. Dari jumlah itu, se-
banyak 16.433 sumur aktif 
berproduksi, 16.990 sumur 
idle tidak berproduksi, dan 
11.562 sumur lain-lain ber-
status abandoned, injection, 
atau dry-hole.

Terdapat 4.993 sumur idle 
yang tidak memiliki potensi 
hidrokarbon (HC), 4.495 
sumur idle yang memiliki 
potensi HC, dan 7.502 su-
mur idle yang dalam proses 
kajian.

Lebih jauh, Bahlil menje-
laskan reaktivasi sumur-su-
mur migas idle mampu 

mengembalikan produksi 
minyak Indonesia hingga 
di atas 1,5 juta barel per hari 
sebagaimana pernah terjadi 
pada 1997.

Dengan begitu, kesen-
jangan antara kebutuhan 
dan produksi migas dalam 
negeri dapat diperbaiki.

“Jadi kondisi 1997 terbalik 
dengan kondisi sekarang. 
Kalau dahulu kita ekspor 1 
juta barel per hari, sekarang 
kita impor 1 juta barel per 
hari,” kata Bahlil

Saat ini, sambung Bah-
lil, kebutuhan konsumsi 
minyak Indonesia rata-rata 
adalah 1,6 juta barel per hari.

P e n i n g k a t a n  l i f t i n g 
minyak dan gas bumi men-
jadi salah satu langkah stra-
tegis Kementerian ESDM 
untuk mewujudkan swas-
embada energi. ROL

DIREKTUR Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyapa pengguna kendaraan listrik yang tengah melakukan pengisian daya di 
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area KM 379A Ruas Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Rabu 
(25/12/2024). FOTO: DOK. PLN

Wamen BUMN 
Bocorkan Potensi 
IPO Grup M Bahlil: 
Migas Kunci Capai 
Swasembada Energi IND ID

Hari ke-7 Layani 
Nataru, Transaksi 
SPKLU PLN Cetak 
Rekor Tertinggi

Pemerintah Pastikan 
Tak Ada Impor Jagung 

Pakan pada 2025

SULTENG RAYA - Pemerintah 
tengah mempersiapkan implemen-
tasi program bahan bakar campuran 
biodiesel 40% (B40) pada tahun 2025 
mendatang. Wakil Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Yuliot memastikan kesiapan pelaksa-
naan program B40 dapat berjalan 
dengan baik.

“Hari ini kami dengan tim turun 
mengecek kesiapan implementasi 
B40 yang akan dimulai pada 1 
Januari 2025. Menteri ESDM telah 
menetapkan keputusan terkait 
implementasi ini, dan kami sudah 
melihat sendiri kesiapan dari sisi 
industri Fatty Acid Methyl Ester 
(FAME) sebagai bahan bakar na-
bati,” ujar Yuliot saat meninjau 
Kilang Pertamina Refinery Unit 
II Dumai Riau, dikutip dari la-
man Kementerian ESDM, Ahad 
(29/12/2024). 

Yuliot mengatakan kebutuhan bio-
diesel untuk mendukung mandatori 
B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta 
kiloliter per tahun. Angka tersebut 
mencakup distribusi ke seluruh In-
donesia sehingga kesiapan dari sisi 

bahan baku dan rantai pasok menjadi 
prioritas utama.

Kementerian ESDM juga terbuka 
terhadap masukan dari berbagai 
badan usaha untuk memastikan ke-
lancaran implementasi B40. Menurut 
Yuliot, tantangan dalam penerapan 
B40 tidak hanya terkait dengan ke-
tersediaan bahan baku, tetapi juga 
kondisi geografis yang beragam di 
Indonesia.

“Kami mengharapkan masukan 
dari Pertamina Patra Niaga maupun 
badan usaha lain terkait tantangan 
implementasi B40. Misalnya, wi-
layah seperti Dumai yang relatif 
panas, atau daerah dataran tinggi 
dengan suhu lebih dingin, apakah 
ada impact yang perlu disiapkan 
baik oleh Pertamina maupun badan 
usaha BBM yang akan melaksanakan 
mandatori B40,” ujar Yuliot. 

PT Pertamina (Persero) telah men-
yiapkan dua kilang utama untuk 
mendukung produksi B40, yakni 
Refinery Unit III Plaju di Palembang 
dan Refinery Unit VII Kasim di Pa-
pua. Selain itu, pencampuran bahan 
bakar solar dengan bahan bakar na-

bati akan dilakukan oleh Pertamina 
Patra Niaga.

“Pada dasarnya, kilang kami rata-
rata memproduksi bahan bakar B0, 
dan insya Allah siap untuk mem-
produksi B40. Kilang yang akan 
memproduksi B40 adalah RU III 
Plaju dan RU VII Kasim, sementara 
blendingnya dilakukan oleh Patra 
Niaga,” ujar Direktur Operasi PT Ki-
lang Pertamina Internasional (KPI), 
Didik Bahagia.

Selain B40, Pertamina juga telah 
berhasil memproduksi bioavtur 
atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) 
dengan campuran 2,4% bahan bakar 
berbasis sawit. Produksi ini dilaku-
kan di Green Refinery Kilang Cilacap 
melalui metode co-processing.

“Kapasitas pengolahan bioavtur 
saat ini mencapai 9.000 barel per 
hari (bph), dengan bahan baku dari 
produk turunan kelapa sawit, yaitu 
Refined Bleached Deodorized Palm 
Kernel Oil (RBDPKO). Uji coba telah 
dilakukan menggunakan pesawat 
Garuda Indonesia Boeing 737-800 
untuk rute Jakarta-Solo pulang per-
gi,” jelas Didik. DTC

BLOK migas (ilustrasi). Kementerian ESDM menggenjot produksi migas untuk mencapai swaswm-
bada energi. FOTO: DOK. SKK MIGAS

SULTENG RAYA - Peme-
rintah menegaskan komit-
mennya untuk tidak mela-
kukan impor jagung pakan 
pada tahun 2025. Hal ini 
disampaikan oleh Kepala Ba-
dan Pangan Nasional (NFA), 
Arief Prasetyo Adi, dalam 
rapat koordinasi pangan 
yang berlangsung di Mahan 
Agung, Bandar Lampung, 
pada Sabtu (28/12/2024).

Arief menjelaskan, sepan-
jang 2024, Bulog telah ber-
hasil menyerap 84 ribu ton 
jagung hasil panen petani 
dalam negeri. Dengan stok 
yang cukup, pemerintah 
optimistis dapat memenuhi 
kebutuhan jagung pakan un-
tuk sektor peternakan tanpa 
perlu mengimpor. 

“Kami optimistis tahun 
depan tidak akan ada impor 

jagung pakan. Ini adalah 
wujud komitmen pemerin-
tah untuk mengutamakan 
hasil produksi dalam ne-
geri,” tegasnya dalam kete-
rangan, Ahad (29/12/2024).

Arief juga menambahkan, 
pemerintah berencana sege-
ra melelang jagung pakan 
yang ada di Bulog, yang 
totalnya mencapai 96 ribu 
ton, agar dapat disalurkan 
dengan harga yang terjang-
kau bagi para peternak ung-
gas, khususnya peternak 
ayam petelur. Stabilisasi 
harga jagung di tingkat pe-
ternak menjadi prioritas, 
mengingat harga jagung di 
pasaran saat ini berada di 
angka Rp6.437 per kilogram. 
Pemerintah berharap den-
gan langkah ini, peternak 
dapat memperoleh pasokan 

jagung dengan harga yang 
lebih wajar, sehingga me-
reka bisa terus berproduksi 
dengan stabil. 

Menteri Koordinator Bi-
dang Pangan, Zulkifli Hasan 
menegaskan, kebijakan pen-
guatan ketahanan pangan 
ini adalah bagian dari upaya 
untuk mencapai swasemba-
da pangan pada 2027. “Kami 
ingin menghentikan impor 
beberapa komoditas seperti 
jagung pakan, beras, garam, 
dan gula konsumsi pada 
2025,” ujar Zulhas sapaan 
akrab Zulkifli Hasan.

Pemerintah berharap 
dengan penguatan sektor 
pertanian dan peternakan 
dalam negeri, Indonesia 
dapat lebih mandiri dalam 
hal pemenuhan kebutuhan 
pangan. ROL

BBM Campur Sawit 40% 
Diterapkan Mulai 1 Januari

PEMERINTAH menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pakan pada tahun 
2025. (ilustrasi). FOTO: ANTARA/ADENG BUSTOMI
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SULTENG RAYA - 
Wali Kota Palu diwakili 
Kepala Dinas Sosial me-
lalui Kabid Penanganan 
Fakir Miskin dan Jaminan 
Sosial Dinas Sosial Kota 
Palu, Sarfan, menjadi na-
rasumber dalam dialog 
refleksi akhir tahun di 
Cafe Magello, Jalan Le-

katu, Kota Palu, Jumat 
(27/12/2024).

Kegiatan yang dilaksana-
kan oleh Panitia Pelaksana 
HKSN FK - TKSK Sulteng 
tersebut berkaitan tentang 
“Quo Vadis Program Penan-
ganan Kesejahteraan Sosial.”

Dalam pemaparannya, 
Kadis Sarfan menjelaskan 

bahwa Pemerintah Kota 
Palu di periode pertama 
Wali Kota, H. Hadianto 
Rasyid, SE telah banyak 
menggelontorkan berbagai 
macam program kesejahter-
aan sosial.

Beberapa diantaranya 
yakni memberikan bantuan 
usaha, memberikan perha-

tian terhadap kelompok-ke-
lompok inklusif disabilitas 
dan lainnya.

Kabid menjelaskan, di 
periode kedua Wali Kota 
Hadianto kali ini, mengang-
kat visi “Terwujud Kota 
Palu Mantap Berkelanjutan 
yang Akseleratif, Inovatif, 
dan Kolaboratif.”

SULTENG RAYA - Satuan 
Brimob Kepolisian Daerah (Pol-
da) Sulawesi Tengah (Sulteng) 
memantau aktivitas masyarakat di 
tempat wisata Kampung Nelayan, 
Pantai Talise, Kota Palu, pada saat 
libur Natal dan Tahun Baru 2025.

“Pengamanan ini bertujuan 
untuk mencegah terjadinya keja-

hatan dan memastikan keamanan 
masyarakat melakukan aktivitas 
rekreasi di area Pantai Kampung 
Nelayan,” kata Dansat Brimob 
Polda Sulteng Kombes Pol. Kurnia-
wan Tandi Rongre di Palu, Sabtu 
(28/12/2024).

Menurut dia, pada momentum 
libur panjang objek wisata pantai 

menjadi salah satu tujuan wisata 
yang selalu ramai dikunjungi 
masyarakat sehingga perlu dia-
mankan.

Untuk itu, kata dia, pengamanan 
ini penting karena Kampung Ne-
layan merupakan salah satu objek 
wisata yang kerap ramai dikun-
jungi oleh masyarakat Kota Palu 

SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
(BRI) meraih penghargaan seba-
gai salah satu perusahaan yang 
menjadi tempat kerja terbaik di 
Asia-Pasifik dalam daftar “Best 
Employers Asia-Pacifi c 2025” yang 
diselenggarakan oleh Financial 
Times (FT) bekerja sama dengan 
penyedia data Statista.

Masuknya BRI dalam daftar Best 
Employers Asia Pacifi c 2025 me-
nempatkan perusahaan ini sejajar 
dengan perusahaan-perusahaan 
terkemuka lainnya dalam daftar 
seperti Meta, JP Morgan Chase, 
Apple, Alphabet, Toyota sekaligus 
memperkuat reputasi BRI sebagai 
organisasi yang inovatif dan bero-
rientasi pada human capital.

Mengutip website resmi dari 
Financial Times, proses seleksi 
pemeringkatan ini dilakukan 
melalui survei antara Mei hingga 

Juli 2024 dengan melibatkan lebih 
dari 50.000 karyawan dari berbagai 
negara di Asia-Pasifi k, termasuk 
Amerika Serikat, Indonesia, Aus-
tralia, Hong Kong, India, Jepang, 
Makau, Malaysia, Selandia Baru, 
Filipina, Singapura, Korea Selatan, 
Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Direktur Human Capital BRI Agus 
Winardono menyatakan bahwa 
penghargaan tersebut mencermin-
kan komitmen BRI dalam mencipta-
kan lingkungan kerja yang mendu-
kung pertumbuhan karyawan.

“Kami mengapresiasi dan sangat 
bangga atas penghargaan ini yang 
membuktikan bahwa BRI terus 
berupaya memberikan ruang yang 
terbaik bagi karyawannya. Budaya 
kerja yang inovatif, dan kolaboratif 
merupakan prioritas utama kami,” 
ujarnya, dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, Ahad 
(29/12/2024). 

Syarat perusahaan yang dapat 
ikut dalam survei ini tidak harus 
memiliki kantor pusat di kawasan 
Asia-Pasifi k, tetapi harus memiliki 
setidaknya 1.000 karyawan dan be-
roperasi di dua negara atau wilayah 
yang tercakup dalam survei tersebut.

Adapun, penilaian dilakukan 
berdasarkan dua indikator utama. 
Pertama, evaluasi langsung mel-
alui skala 0–10 untuk mengukur 
seberapa besar karyawan akan 
merekomendasikan perusahaan 
mereka kepada teman atau ke-
luarga. Kedua, evaluasi tidak 
langsung, di mana responden 
menilai perusahaan lain dalam 
sektor serupa, baik secara positif 
maupun negatif.

Tercatat, lebih dari 300.000 peni-
laian dikumpulkan dari karyawan 
di berbagai perusahaan yang 
berpartisipasi dalam survei ini. 
Penilaian-penilaian ini digabung-

kan untuk menghasilkan skor 
keseluruhan bagi masing-masing 
perusahaan yang dievaluasi.

Selain dua indikator utama 
tersebut, survei juga mempertim-
bangkan faktor-faktor lain seperti 
kondisi kerja, gaji, peluang pen-
gembangan karier, dan reputasi 
perusahaan. Setiap pernyataan 
yang diberikan dinilai berdasarkan 
tingkat persetujuan karyawan, 
yang diukur dengan skala lima 
poin.

“BRI berkomitmen untuk terus 
bertransformasi dengan selalu 
menyelaraskan strategi human ca-
pital denganperkembangan bisnis 
Perusahaan serta terus berupaya 
untuk menyediakan lingkungan 
kerja yang saling menghormati, 
bebas dari diskriminasi untuk 
mempertahankan produktivitas 
selama bekerja,” pungkas Agus 
Winardono. RHT

Pemkot Palu Intens Beri Perhatian 
Kelompok Inklusif Disabilitas

Visi tersebut dijabarkan 
dalam tiga misi, yakni (1) 
Akselerasi pembangunan 
ekonomi, lingkungan, dan 
sosial, (2) Inovasi tata ke-
lola pemerintah (pelay-
anan dasar dan pelayanan 
publik), serta (3) Kolabo-
rasi seluruh pemangku 
kepentingan dalam pem-

bangunan, pengelolaan, 
dan pelayanan.

“Pembangunan tidak 
bisa dilaksanakan sendiri 
oleh pemerintah, tanpa 
adanya stakeholder yang 
namanya masyarakat dan 

pihak lainnya. Jadi peran 
kita semua stakeholder itu 
bergerak bersama, baik itu 
organisasi kemasyarakatan, 
kepemudaan, NGO, dan 
lain sebagainya,” ungkap 
Kabid. RHT

Satbrimob Polda Sulteng Pantau Aktivitas 
Masyarakat di Tempat Wisata

dalam menghabiskan waktu akhir 
pekan maupun libur panjang.

Para pengunjung berwisata ber-
main air, merendam diri di air laut 
atau sekedar melihat fenomena 
pantai di Teluk Palu ini.

Ia menyebut personel Satbri-
mobda Sulteng bersiaga di lokasi 
wisata untuk memastikan kesela-
matan masyarakat yang berlibur.

Pihaknya juga menyediakan sa-
rana dan prasarana, meliputi satu 
unit mobil  SAR di mana terdapat 
peralatan untuk menunjang tugas 
dalam rangka penanggulangan 
bencana, maupun perlengkapan 
untuk penyelamatan.

“Ini merupakan kesiapan Bri-
mob Polda Sulteng apabila terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan pada 
saat masyarakat melakukan akti-
vitas libur akhir tahun di Pantai 
Kampung Nelayan ini,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada 
orang tua dan keluarga yang 
berwisata agar selalu mengawasi 
anak-anaknya dan tidak dibiarkan 
untuk bermain sendiri.

Ia menuturkan dengan ber-
kolaborasi dengan pihak terkait, 
Brimob Polda Sulteng siap dan 
berkomitmen menjaga keamanan 
dan keselamatan masyarakat se-
lama libur akhir tahun. ANT

KABID Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas So-
sial Kota Palu, Sarfan saat menjadi narasumber dalam dialog re-
fl eksi akhir tahun di Cafe Magello, Jalan Lekatu, Kota Palu, Jumat 
(27/12/2024). FOTO: ISTIMEWA

SATBRIMOB Polda Sulteng memantau aktivitas masyarakat lokasi wisata Kampung Nelayan, Kota Palu, Sabtu 
(28/12/2024). FOTO: ANTARA/HO-HUMAS POLDA SULTENG
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gan, misalnya, merupakan 
komponen tertinggi, per-
sentasenya rata-rata 35-40% 
dari biaya haji adalah untuk 
penerbangan. Biaya-biaya 
lain juga akan dilakukan 
rasionalisasi, sehingga di-
peroleh angka biaya haji 
yang ideal. 

“Outputnya adalah me-
ningkatkan pelayanan, pem-
binaan, dan perlindungan 
bagi jemaah haji dengan 
biaya yang lebih efisien. 
Kami sedang mencoba men-

yisir kembali berdasarkan 
manajemen biaya yang lebih 
baik”, katanya. 

Guna keperluan kontrak 
di Armuzna yang harus 
segera diselesaikan, Kemen-
terian Agama akan meminta 
persetujuan DPR RI perihal 
penggunaan Uang Muka 
BPIH untuk mendukung 
kelancaran persiapan penye-
lenggaraan ibadah haji.  

“Kontrak di Armuzna 
sesuai dengan kebijakan Pe-
merintah Arab Saudi harus 

segera untuk dituntaskan, 
karena jika tidak, kita akan 
kalah cepat dengan negara 
lain. 

Tentunya hal itu tidak 
kami inginkan. Jemaah har-
us mendapat lokasi dan 
fasilitas di Armuzna, seperti 
tenda dan lainnya yang lebih 
baik dari tahun sebelumnya. 
Untuk itu, kami bersama 
dengan DPR RI akan mem-
bahas solusi mengenai hal 
tersebut”, katanya meng-
akhiri. RPB
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“Skema usulan Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah 
Haji tahun 1446 H/2025 
M sedang dilakukan revisi 

sesuai dengan arahan Pre-
siden untuk menurunkan 
biaya tanpa mengurangi 
kualitas pelayanan. Hasil 

PELUNASAN Biaya haji. (ilustrasi). FOTO: REP

Kementerian Agama Pastikan 
Biaya Haji Tahun 2025 Turun

SULTENG RAYA - Kementerian Agama 
RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan 
mengalami penurunan dari tahun sebe-
lumnya. Hal ini merupakan komitmen dari 
Pemerintah sesuai dengan arahan Presiden 
Prabowo meminta pelaksanaan haji tahun ini 
lebih baik, efi sien, dan tertib dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya.

revisi akan disampaikan 
kepada Komisi VIII DPR RI 
untuk dibahas dalam Panitia 
Kerja”, kata Wakil Menteri 
Agama, Romo HR Muham-
mad Syafi’i di Kompleks 
Istana Kepresidenan Jakarta, 
Jumat (27/12/2024). 

Romo Syafi i menambah-
kan bahwa Panja Haji ren-
cana akan dibentuk pada 30 
Desember 2024 pada Rapat 
Kerja dengan Komisi VIII 
DPR RI. Setelah itu, peme-
rintah dan DPR RI akan 
memutuskan berapa besar 
penurunan biaya haji tahun 

2025. “Yang pasti (biaya haji 
2025) lebih murah. Meski-
pun DPR saat ini sedang 
reses, tapi mereka akan ber-
sidang di masa reses untuk 
kepentingan bangsa dan 
negara. Baru setelah itu 
rapat panja. Di situlah baru 
diputuskan berapa biaya 
haji,” kata Romo Syafi ’i.

Penurunan biaya haji 2025 
akan diupayakan dari kom-
ponen penerbangan, ako-
modasi (pemondokan/ho-
tel), konsumsi, transportasi, 
sebagai komponen utama 
biaya haji. Biaya penerban-

SULTENG RAYA - Badan 
Pengelola Keuangan Haji 
(BPKH) menggelar Annu-
al Meeting dan Banking 
Award 2024 di Hotel Shera-
ton Gandaria City, Jakarta, 
Jumat (13/12/2024). Forum 
ini menjadi kesempatan bagi 
BPKH untuk memaparkan 
kinerja lembaga, sekaligus 
memberikan penghargaan 
kepada mitra perbankan 
syariah.

Kepala Badan Pelaksana 
BPKH, Fadlul Imansyah, 
dalam sambutannya mene-
gaskan pertemuan tahunan 
ini memiliki dua tujuan uta-
ma yakni memperkuat kola-
borasi antara BPKH, lemba-
ga keuangan syariah, dan 
penyedia teknologi dalam 
sektor keuangan haji, serta 
mendorong inovasi dalam 
layanan bagi jemaah haji.

Karenanya, salah satu 
agenda utama dalam acara 
tahunan ini adalah memba-
has inovasi layanan keuan-
gan syariah dalam ekosistem 
haji, untuk mempermudah 
proses setoran awal haji.

“Peningkatan layanan 
kepada jamaah haji sangat 
penting. Karenanya BPKH 
berkomitmen untuk terus 
menghadirkan inovasi la-
yanan keuangan melalui 
seamless process setoran 
awal haji agar lebih mudah, 
lebih cepat, lebih transparan 
dan aman,” ujar Fadlul.

Pada acara tersebut , 
BPKH juga memberikan 
penghargaan kepada 30 mi-
tra perbankan syariah yang 
telah berkontribusi dalam 
meningkatkan layanan bagi 
jemaah haji. “Penghargaan 
ini kami berikan sebagai wu-
jud apresiasi atas dedikasi 
dan kontribusi mitra per-
bankan syariah yang terus 
mendukung BPKH dalam 
mewujudkan layanan haji 
yang semakin baik,” ujar 
Fadlul. Fadlul mengakui, 
Bank Penerima Setoran Bia-
ya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPS BPIH) memainkan 
peran strategis dalam pelay-
anan jamaah haji.

“Kiprah BPKH selama 
tujuh tahun terakhir ten-
tu tidak lepas dari peran 
BPS-BPIH sebagai garda 
terdepan dalam menerima 
setoran haji jamaah indone-
sia, yang saat ini antriannya 
mencapai 5,4 orang,” sebut 

Fadlul.
Menurut Fadlul, banyak-

nya jamaah antre merupa-
kan peluang sekaligus 
tantangan bagi ekosistem 
perhajian. “Apabila kita 
lihat data BPS tahun 2023, 
ada 17 juta dari 210 juta 
umat muslim Indonesia 
yang telah memenuhi syarat 
untuk menunaikan ibadah 
haji. Namun baru 0,31 per-
sen yang sudah terdaftar 
sebagai calon jamaah haji,” 
ujarnya.

Dari sisi bisnis, ini tentu 
menjadi pangsa pasar yang 
besar untuk digarap BPS 
BPIH. “Namun di sisi lain, 
antrean haji yang mencapai 
5,4 juta orang membuat 
waktu tunggu berangkat 
ke Tanah Suci bertambah 
menjadi 25-30 tahun,” ucap 
Fadlul.

“Inilah yang perlu kita 
carikan solusinya, untuk 
membantu umat muslim 
Indonesia melaksanakan 
rukun Islam kelima melalui 
produk dan layanan perban-
kan Syariah,” harap Fadlul.

KUOTA TAMBAHAN
Dalam kesempatan yang 

sama, Menteri  Agama, 
Nasaruddin Umar menye-
but panjangnya masa antre 
jamaah haji Indonesia, me-
rupakan konsekuensi logis 
dari keterbatasan tempat di 
Arab Saudi.

“Seandainya Mina tak 
terbatas, Arafah tak terbatas, 
sekitar Kabah tak terbatas, 
dan bandara tak terbatas, 
kita mungkin tidak perlu 
berkumpul di sini, malam 
ini,” kata Menteri Agama, 
Nasaruddin Umar.

Keterbatasan area haji di 
Saudi, kata Menag, berban-
ding terbalik dengan pesat-
nya pertambahan populasi 
muslim dunia.

“Data terakhir 2024, po-
pulasi muslim dunia sudah 
2,2 miliar. Tidak ada agama 
yang paling pesat perkem-
bangan (jumlah) umatnya 
selain Islam,” ujar dia.

Dalam upaya mengurai 
masa antri haji di Indonesia, 
ada wacana untuk mengaju-
kan kuota tambahan ke ke-
rajaan Saudi. Namun pada 
pertemuan dengan menteri 
urusan haji Saudi beberapa 
waktu lalu, Nasaruddin 
belum menyampaikan per-

mintaan itu.
“Karena setelah saya pe-

lajari, sumber krusial pe-
laksanaan haji tahun lalu 
adalah kuota tambahan itu,” 
cetusnya.

Maka sebelum meminta 
tambahan kuota, penting 
bagi Indonesia untuk me-
mastikan siap mengurus 
lebih banyak jemaah ke 
tanah suci.

Sekadar catatan, pada 
musim haji 2024 Indonesia 
mendapat 221.000 kuota 
jamaah, plus 20.000 kuota 
tambahan.

“Kalau kita mampu cari-
kan jalan keluar, agar tidak 
terjadi persoalan teknis dan 
prinsip, maka mungkin le-
bih dari itu kita bisa pero-
leh,” tandas Menag.

APLIKASI BPKH
Sebagai bagian dari ikh-

tiar memudahkan calon 
jamaah, saat ini BPKH telah 
memiliki aplikasi yang me-
mungkinkan masyarakat 
untuk mendaftar haji dan 
melakukan setoran awal 
secara digital.

Anggota Badan Pelaksana 
BPKH, Harry Alexander 
menyatakan lewat aplikasi 
ini, pengguna dapat memi-
lih bank yang diinginkan, 
dan langsung melakukan 
pendaftaran tanpa harus 
mengunjungi kantor cabang 
bank atau melakukan proses 
manual.

“Dengan sistem yang le-
bih terbuka dan terhubung, 
setiap orang, kapan saja dan 
di mana saja, dapat membu-
ka tabungan haji dan men-
daftar secara praktis melalui 
ponsel mereka,” jelas Harry.

Tak cuma pendaftaran 
haji, BPKH juga berharap 
sistem cashless dapat di-
terapkan untuk keperluan 
lain jamaah. “Ke depannya, 
kami berharap pembayaran 
untuk biaya hidup (living 
cost) jamaah haji bisa se-
penuhnya cashless, meng-
gunakan tapping kartu atau 
aplikasi digital,” ujar Harry.

BPKH telah menggan-
deng tujuh bank yang 
berpartisipasi dalam me-
luncurkan aplikasi ini, di 
antaranya Bank Muamalat 
Indonesia, Bank Syariah 
Indonesia (BSI), Bank Ne-
gara Indonesia Syariah (BNI 
Syariah), Bank BJB Syariah, 
Bank Danamon, Bank CIMB 
Niaga, dan Bank Nagari.

“Kami berharap semakin 
banyak bank yang berga-
bung. Target kami adalah 
sampai tahun 2030, BPKH 
dapat mengelola sekitar 
270 triliun aset dan menye-
diakan berbagai saluran 
akses yang lebih banyak dan 
inklusif untuk pendaftaran 
haji, baik melalui cabang fi -
sik, digital, atau omni-chan-
nel,” terang Harry.RPB

BPKH ANNUAL MEETING 2024

Mendorong Digitalisasi dan 
Inovasi dalam Layanan Haji

SULTENG RAYA - Perusahaan-pe-
rusahaan energi Eropa melipatgandakan 
produksi minyak dan gas pada tahun 
2024 untuk fokus pada profit jangka 
pendek. Perlambatan dan kemungki-
nan perubahan arah komitmen iklim 
ini tampaknya akan terus berlangsung 
pada 2025.

Langkah perusahaan-perusahaan 
minyak ini diambil setelah pemerintah 
di seluruh dunia menahan kebijakan-ke-
bijakan energi bersih dan menunda 
target-target iklim usai harga energi naik 
dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Perusahaan-perusahaan energi Eropa 
yang banyak berinvestasi pada transisi 
energi bersih, kalah saing dari perusa-
haan-perusahaan energi Amerika Serikat 
(AS) seperti Exxon dan Chevron yang 
masih fokus pada minyak dan gas. Hal 
ini mendorong BP dan Shell menahan 
rencana menghabiskan miliaran dolar 
AS pada proyek-proyek energi tenaga 
surya dan angin dan melanjutkan pro-
yek-proyek minyak dan gas.

Pada Desember ini, BP mengumum-
kan akan mengalihkan hampir semua 
proyek pembangkit listrik tenaga an-
ginnya ke proyek patungan dengan 
pembangkit listrik Jepang, JERA. Pe-
rusahaan asal Inggris itu menargetkan 
meningkatkan energi terbarukannya 
20 kali lipat menjadi 50 gigawatt pada 
dekade ini.

Shell yang pernah berjanji menjadi 
perusahaan listrik terbesar di dunia 
menarik investasinya dari proyek-pro-
yek pembangkit listrik tenaga angin, 
keluar dari pasar listrik Eropa dan Cina 
serta memperkecil target pemangkasan 
karbonnya. Perusahaan energi pemer-
intah Norwegia, Equinor juga menahan 
pengeluaran untuk energi terbarukan.

"Distrupsi geopolitik seperti invasi 
Ukraina memperlemah insentif CEO 
untuk memprioritaskan transisi energi 
rendah karbon di tengah tingginya 
harga minyak dan berkembangnya 
ekspektasi investor," kata pengamat di 
Accela Research, Rohan Bowater, Kamis 
(26/12/2024). Bowater menambahkan 
pada tahun 2024, BP, Shell, dan Equinor 
mengurangi pengeluaran rendah karbon 
sebesar 8 persen. Shell mengatakan pi-
haknya tetap berkomitmen untuk men-
jadi bisnis energi dengan emisi nol bersih 
pada tahun 2050 dan terus berinvestasi 
dalam transisi energi.

"Beberapa tahun terakhir segmen an-
gin lepas pantai mengalami masa-masa 
sulit karena infl asi, kenaikan ongkos pro-
duksi, kemacetan di rantai pasokan, dan 
Equinor akan terus selektif dan disiplin 
dalam pendekatan kami," kata Equinor.

BP tidak menanggapi permintaan 
komentar. Langkah perusahaan-perusa-
haan minyak menahan komitmennya 
menjadi berita buruk untuk mitigasi 
perubahan. Pakar memperkirakan emisi 
karbon gas rumah kaca diperkirakan 
mencapai rekor terbarunya pada tahun 
2024. Kembalinya Donald Trump yang 
skeptis pada perubahan iklim ke Gedung 
Putih juga diperkirakan menambah 
gejolak transisi energi pada tahun 2025. 
Cina yang merupakan importir minyak 
mentah terbesar di dunia mencoba 
membangkit kembali perekonomiannya 
yang sedang goyah, diperkirakan akan 
menaikan permintaan minyak.

Sementara, Eropa masih menghadapi 
ketidakpastian perang Ukraina dan 
gejolak politik di Jerman dan Prancis. 
Semua ketegangan ini terungkap lewat 
pernyataan Presiden Azerbaijan Ilham 
Aliyev di Pertemuan Perubahan Iklim 

PBB (COP29) di Baku, yang mengatakan 
minyak dan gas "karunia dari Tuhan."

Negara-negara berkembang dan ak-
tivis lingkungan kecewa dengan hasil 
COP29 bulan November lalu. Mereka 
gagal mengamankan 1,3 triliun dolar 
AS per tahun dari negara-negara kaya 
untuk membantu negara berkembang 
menghadapi perubahan iklim.  

Perusahaan-perusahaan energi akan 
memantau langkah Trump yang berjanji 
mencabut kebijakan-kebijakan iklim 
Presiden Joe Biden. Trump berjanji akan 
menarik AS dari upaya-upaya mitigas 
dan adaptasi perubahan iklim global, 
dan menunjuk mantan petinggi perusa-
haan minyak yang juga skeptis pada 
perubahan iklim Chris Wright sebagai 
menteri energinya.

Ada potensi jebakan dari kembalinya 
perusahaan-perusahaan energi untuk 
fokus ke minyak dan gas. Pertumbuhan 
permintaan di Cina yang mendorong 
harga global selama dua dekade, me-
lambat, dengan semakin banyak tan-
da-tanda konsumsi bensin dan solarnya 
menurun.

Pada saat yang sama, OPEC dan se-
kutu-sekutu produsen minyak lainnya 
berulang kali menunda rencana untuk 
mengurangi pengurangan pasokan ka-
rena negara-negara lain, yang dipimpin 
Amerika Serikat, meningkatkan produk-
si minyak.

Akibatnya, para analis memperkira-
kan perusahaan-perusahaan minyak 
akan menghadapi kendala keuangan 
yang lebih ketat tahun depan. Berdasar-
kan estimasi LSEG, utang bersih untuk 
lima raksasa minyak dunia diperkirakan 
akan meningkat dari 92 miliar dolar AS 
pada tahun 2022 menjadi 148 miliar 
dolar AS.RPB

Komitmen Transisi Energi Memudar, 
Eropa Genjot Produksi Migas
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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SALAH satu prinsip dasar pen-
gelolaan anggaran yang benar 
sejatinya ialah dengan tidak ber-
boros-boros untuk hal-hal yang 

tidak penting dan mendesak. Terlebih jika 
kita bicara anggaran negara yang di dalam-
nya melibatkan uang rakyat. Tidak ada rumus 
yang membolehkan penggunaan anggaran 
negara secara inefisien dan tidak teruji efek-
tivitasnya.

Sikap seperti itu semakin dibutuhkan saat 
ini ketika kondisi anggaran negara juga se-
dang tidak baik-baik saja. Sejumlah ekonom 
menilai APBN 2025 kurang memiliki modal 
kuat untuk memenuhi program belanja, 
meningkatkan ekspor dan investasi, serta 
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, 
dan daya beli masyarakat.

Artinya, efisiensi memang mesti dilakukan. 
Penghematan mutlak dilaksanakan, dan itu 
harus dimulai dari pucuk pimpinan Republik 
ini. Tidak ada tempat untuk pemborosan atau 
penggunaan anggaran yang tak memberikan 
kontribusi dalam upaya mengungkit pere-
konomian.

Langkah efisiensi itu bahkan sekaligus bisa 
dijadikan instrumen untuk mengurangi po-
tensi penyimpangan anggaran. Sudah men-
jadi rahasia umum bahwa selama ini praktik 
pemborosan anggaran kerap kali dipicu oleh 
nafsu untuk menyelewengkan.

Dengan pertimbangan tersebut, perintah 
Presiden Prabowo Subianto agar jajarannya 
mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri 
(PDLN) kiranya bisa menjadi titik mula yang 
baik dalam upaya penghematan anggaran 
secara keseluruhan. Dalam perintah yang 
diformalkan dengan Surat Edaran Menteri 
Sekretaris Negara itu, Presiden mengingin-
kan PDLN dilakukan secara efektif, efisien, 
dan selektif. Tujuan akhir atau hasil konkret 
dari penghematan itu diharapkan dapat 
dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja 
pemerintah dan pembangunan daerah.

Kita patut mengapresiasi terbitnya perintah 
atau aturan yang bagus dengan tujuan yang 
tentunya mulia tersebut. Syaratnya satu, surat 
edaran itu tidak sekadar berhenti sebagai 
lembaran kertas perintah tanpa makna alias 
tidak dijalankan. Paling tidak, aturan baru 
tersebut harus bisa menciptakan budaya 
baru perjalanan dinas pejabat negara maupun 
aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini 
terkesan berjalan liar tanpa transparansi dan 
pengawasan.

Semestinya semua perjalanan dinas, apa-
lagi ke luar negeri, berjalan terukur dengan 
output, outcome, dan impak yang jelas. 
Jangan seperti yang sudah-sudah, perjalanan 
dinas sering kali hanya dijadikan alasan 
untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan 
menggunakan uang negara. Pun mestinya 
nanti tidak ada lagi modus memotek sebagian 
uang saku perjalanan dinas yang diberikan 
negara masuk ke kantong pribadi.

Hal itu perlu digarisbawahi karena fakta 
menunjukkan bahwa penyimpangan uang 
perjalanan dinas itu nyata adanya. Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemu-
kan ada penyimpangan belanja perjalanan di-
nas ASN sebesar Rp39,26 miliar selama 2023 
lalu. Jumlah itu didapat dari 46 kementerian 
ataupun lembaga (K/L).

Bayangkan kalau tidak ada aturan pem-
batasan perjalanan dinas, dengan jumlah 
K/L saat ini yang jauh lebih besar daripada 
periode pemerintahan kemarin, bisa jadi 
anggaran yang diselewengkan akan jauh le-
bih besar. Oleh sebab itu, aturan pembatasan 
tersebut kiranya patut juga dibarengi dengan 
sistem pengawasan dan transparansi yang 
up to date.

Pada prinsipnya, pemerintah memang 
wajib mengetatkan penggunaan anggaran. 
Bahkan setelah merilis aturan pembatasan 
PDLN, pemerintah perlu memperluas dan 
memperdalam lagi efisiensi penggunaan 
anggaran. Sebagai contoh, belanja untuk 
rapat, pertemuan di hotel, atau kegiatan lain 
yang tidak perlu mestinya juga dipangkas 
atau minimal dibatasi.

Hal itu demi prinsip keadilan. Kiranya san-
gat tidak patut dan tidak adil ketika masyara-
kat terus dijejali beban tambahan dengan pe-
naikan pajak dan rupa-rupa pungutan demi 
mengerek penerimaan negara, di sisi lain 
para pejabat negara malah dibiarkan asyik 
berboros-boros anggaran.**Media Indonesia

Mengefisienkan 
Anggaran

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik 
Indonesia kembali mencuri perhatian publik den-
gan program-program prioritas yang diusungnya. 
Kali ini, apresiasi masyarakat terhadap kebijakan 
Kemenag mengalir deras, terutama di media 
sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). 
Hashtag #sahabatkemenag dan Keyword Prof 
Nasaruddin Umar menjadi trending topic.

OLEH : ALDIANSYAH

Program Prioritas 
Kementerian Agama 
Jadi Trending Topic

HASHTAG dan 
keyword ini 
t idak  hanya 
m e n c e r m i n -

kan apresiasi terhadap ki-
nerja Kemenag, tetapi juga 
menjadi simbol dukungan 
terhadap berbagai langkah 
konkret yang telah dilakukan 
oleh Menteri Agama Prof. 
Nasaruddin Umar dalam 
memajukan toleransi, men-
jaga kerukunan antarumat 
beragama, serta memperkuat 
integritas di lingkungan ke-
menterian.

Apresiasi Publik Terhadap Prof. 
Nasaruddin Umar

Salah satu tweet yang mena-
rik perhatian datang dari akun 
@terbbayi yang menyampai-
kan rasa syukur dan terima 
kasih kepada Menteri Agama. 
Dalam tweetnya, @terbbayi 
menulis, “Bersyukur banget 
kita punya Menteri Agama 
Prof. Nasaruddin Umar yang 
selalu mengingatkan kita agar 
membumikan ajaran agama 
dalam semangat cinta kasih 
kemanusiaan. Dengan de-
mikian, dunia akan semakin 
damai dan rukun. #sahabat-
kemena”.

Pernyataan ini mencer-
minkan pentingnya pesan 
yang selalu digaungkan oleh 
Prof. Nasaruddin Umar, yai-
tu mengutamakan kedamai-
an, toleransi, dan cinta kasih 
dalam praktik beragama. Pro-
gram-program yang diusung 
oleh Kemenag, termasuk pen-
didikan agama yang berba-
sis pada nilai-nilai universal 
seperti kasih sayang, saling 
menghargai, dan persatuan, 
semakin menegaskan bahwa 
Kemenag berkomitmen untuk 
menciptakan Indonesia yang 
damai dan harmonis.

Selain itu, @lululupa2 dalam 
tweetnya juga menyampai-
kan terima kasih kepada Prof. 
Nasaruddin Umar dengan 
mengatakan, “Terima kasih 
banyak Prof. Nasaruddin 
Umar, kontribusinya dalam 
meningkatkan kesadaran dan 
keharmonisan beragama pa-
tut diapresiasi. Beliau sangat 
berperan dalam memajukan 
toleransi beragama di Indone-
sia. #sahabatkemenag”.

Apresiasi serupa juga da-
tang dari @transfter yang 
menyoroti upaya serius Ke-
menag dalam memberantas 
korupsi dengan program-pro-

gram yang berfokus pada 
penguatan integritas. Dalam 
tweetnya, @transfter menu-
lis, “FYI Prof. Nasaruddin 
Umar punya enam gagasan 
untuk berantas korupsi! Dari 
penguatan integritas hingga 
digitalisasi layanan, langkah 
ini jadi upaya serius Kemenag 
menciptakan tata kelola yang 
bersih. #sahabatkemenag”.

Program Prioritas Kemenag: Pen-
guatan Toleransi dan Integritas

Di bawah kepemimpinan 
Prof. Nasaruddin Umar, Keme-
nag telah mencanangkan ber-
bagai program prioritas yang 
tidak hanya berfokus pada 
aspek religiusitas, tetapi juga 
pada tata kelola pemerintahan 
yang lebih bersih dan transpa-
ran. Salah satu gagasan utama 
yang diusung oleh Kemenag 
adalah penguatan toleransi 
beragama, yang sangat relevan 
dengan keragaman Indonesia 
yang terdiri dari berbagai suku, 
agama, dan budaya.

Prof. Nasaruddin Umar 
memandang pentingnya un-
tuk memperkenalkan aja-
ran agama yang tidak hanya 
memfokuskan pada aspek 
ritual semata, tetapi juga pada 
nilai-nilai kemanusiaan yang 
universal. Dalam berbagai 
kesempatan, beliau selalu 
menekankan bahwa ajaran ag-
ama harus mampu membawa 
kedamaian dan mempersatu-
kan masyarakat, bukan malah 
memecah-belah.

Selain itu, dalam upaya men-
ciptakan pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari praktik 
korupsi, Kemenag melalui 
Prof. Nasaruddin Umar juga 
telah mengimplementasikan 
berbagai langkah strategis. Sa-

lah satunya adalah penguatan 
integritas di lingkungan inter-
nal Kemenag, yang melibatkan 
peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas dalam setiap 
kebijakan dan program yang 
dijalankan.

Digitalisasi layanan juga 
menjadi bagian dari program 
prioritas untuk meningkatkan 
efisiensi dan meminimalisir 
potensi penyalahgunaan ke-
kuasaan.

Peran Digitalisasi dalam Mewu-
judkan Kemenag yang Bersih

Salah satu gagasan besar 
Prof. Nasaruddin Umar adalah 
penggunaan teknologi untuk 
memperbaiki tata kelola peme-
rintahan. Digitalisasi layanan 
yang diterapkan di Kemenag 
bertujuan untuk mempermu-
dah akses publik terhadap la-
yanan agama dan pendidikan, 
serta mengurangi peluang 
terjadinya penyalahgunaan 
wewenang.

Dengan sistem yang lebih 
terbuka dan berbasis teknologi, 
masyarakat dapat lebih mudah 
memantau proses adminis-
trasi, mulai dari pendaftaran 
haji hingga pengelolaan dana 
zakat. Transformasi digital ini 
bukan hanya soal efisiensi, teta-
pi juga tentang transparansi 
yang lebih besar.

Program digitalisasi ini di-
harapkan dapat menciptakan 
lingkungan yang lebih bersih, 
jauh dari praktik korupsi, serta 
memberikan pelayanan terbaik 
bagi masyarakat Indonesia 
yang beragam.

Dampak Positif Terhadap Kehar-
monisan Sosial

Apresiasi yang datang dari 
berbagai pihak di media sosial 

ini juga menunjukkan betapa 
besar dampak positif yang di-
timbulkan oleh kebijakan dan 
program-program Kemenag 
terhadap keharmonisan sosial 
di Indonesia. Dengan adanya 
langkah-langkah konkret dari 
Menteri Agama dan seluruh 
jajaran Kemenag, masyarakat 
merasa semakin yakin bahwa 
toleransi dan persatuan dapat 
terjaga dengan baik, meskipun 
tantangan global dan domestik 
terus berkembang.

Dunia maya, yang sering 
kali menjadi tempat perde-
batan dan ketegangan, kini 
menjadi ruang untuk berbagi 
apresiasi terhadap upaya nyata 
pemerintah dalam memajukan 
toleransi beragama. Hashtag 
#SahabatKemenag yang tren-
ding di Twitter menjadi simbol 
harapan baru bagi masyarakat 
Indonesia untuk terus menjaga 
dan mempererat kerukunan 
antarumat beragama.

Peran Prof. Nasaruddin 
Umar sebagai Menteri Agama 
dalam memimpin Kementerian 
Agama mendapatkan apresiasi 
yang sangat positif dari masy-
arakat, seperti yang tercermin 
dalam trending topic di Twitter 
dengan hashtag #SahabatKe-
menag.

Program-program prioritas 
yang melibatkan penguatan 
toleransi beragama, pemberan-
tasan korupsi, dan digitalisasi 
layanan ini semakin memper-
kuat citra Kemenag sebagai 
lembaga yang tidak hanya 
mengurusi masalah keaga-
maan, tetapi juga berkomitmen 
pada tata kelola pemerintahan 
yang bersih, transparan, dan 
akuntabel. (Penulis: Pemerhati 
Media Sosial dan Direktur Riset 
JNK Digital) *SindoNews.Com

OLEH : LAMYA NURUL

TEKNOLOGI Ar-
tificial Intelligent 
atau  dis ingkat 
AI (Kecerdasan 

Buatan) dirancang dengan ke-
mampuan yang dapat meniru 
kecerdasan manusia dalam 
berpikir, melalui jaringan 
dan sistem yang menyerap 
sekumpulan data untuk men-
jalankan tugasnya. Disamping 
itu AI mampu bemberikan 
kemudahan terutama dalam 
media pembelajaran dibidang 
Pendidikan. Seperti penggun-
aan E-learning membantu 
dalam penugasan pembe-
lajaran mandiri, Educaplay 
membantu dalam membuat 

quiz dan materi ajar menja-
di menarik, dan Duolingo 
membantu guru dalam mem-
berikan pembelajaran Bahasa 
asing. Sehingga Teknologi 
menghadirkan metode pem-
belajaran yang lebih adaptif, 
interaktif, dan efektif.

Disamping banyaknya man-
faat dari teknologi memberi-
kan tantangan pada Sebagian 
besar tenaga pendidik seper-
ti guru. Di balik optimisme 
2045 menuju Indonesia emas 
ternyata masih terselip Rin-
tangan di dalam dunia pendi-
dikan. Tidak semua guru me-
miliki penguasaan yang baik 
dengan teknologi. Banyaknya 

DI Tengah revolusi teknologi yang kian pesat, 
memberikan banyak tantangan dan perubahan 
terutama dalam bidang Pendidikan. Hadirnya 
Artificial Intelligence (AI) memberikan berbagai 
warna dalam pembelajaran. Menjadikan te-
knologi sebagai pintu yang membuka peluang 
besar untuk menciptakan pembelajaran yang 
inovatif, dan efisien. Meskipun kemudahan 
akses teknologi belum diupayakan menyeluruh 
tetapi Sebagian besar seperti di DKI Jakarta, 
Jawa Barat, DI Yogyakarta dan beberapa wilay-
ah lainnya sudah merasakan.

Mengapa Guru Baby Boomer dan 
Generasi X Mengalami Gaptek?

guru yang mengalami gagap 
teknologi merupakan masalah 
vital dalam tonggak pendidi-
kan. Sering sekali guru tidak 
dapat menyesuaikan kemam-
puan siswa dalam berteknolo-
gi. Fenomena seperti ini akan 
memunculkan pertanyaan 
penting, mengapa sebagian 
besar guru mengalami gagap 
teknologi?

Gagap Teknologi dalam 
dunia pendidikan biasanya 
kerap dialami karena kesen-
jangan generasi. Perbedaan 
karakteristik dan pengalaman 
hidup antar generasi baby 
boomer, generasi X, generai 
Milenial, hingga gen z. Mem-
berikan efek dan konsekuen-
sinya dalam kemampuan 
bertindak, terutama pada ge-
nerasi baby boomer dan gen x.

dalam theorical review: 
teori perbedaan generasi yang 
ditulis oleh Putra, Yanuar 
2017, Tahun kelahiran 1946-
1960 masuk kedalam kate-
gori baby boom generasi,dan  
Tahun kelahiran 1960-1980 
masuk kedalam generasi X. 
Bila dikalulasikan usia gene-
rasi baby boomer 2024 sekitar 
59-76 tahun dan usia generasi 
X 44-58 tahun.

Jarak usia dan digital te-
knologi pada generasi baby 
boomer dan generasi X me-
rupakan salah satu faktor 

hambatan penguasaan te-
knologi. Dalam eksposur ter-
hadap teknologi antar gene-
rasi, dilatar belakangi dengan 
pertumbuhan kedua generasi 
tersebut yang baru terjamah 
dengan teknologi. Mereka 
cenderung familiar dengan 
alat-alat tradisional seperti 
papan tulis dengan kapurnya, 
dan buku cetak dengan alat 
tulisnya.

Perangkat lunak atau plat-
form berbasis AI belum ada 
Ketika usian kedua generasi 
tersebut tumbuh dalam ling-
kungan sekolah. Sehingga 
Ketika mereka menjadi tena-
ga pendidik teknologi mulai 
mendisrupsi dunia pendidi-
kan. Generasi baby boomer 
dan gen x mengalami diso-
rientasi dan kesulitan dalam 
menggunakan teknologi.

Pemerintah dan bebera-
pa institusi sudah melaku-
kan berbagai Upaya dengan 
mengadakan pelatihan dan 
dukungan untuk meningkat-
kan penguasaan teknologi 
pada guru sebagai tenaga 
pendidik. Lalu apakah pelati-
han dan dukungan membuat 
generasi baby boomer dan 
generasi X melek teknologi ?

Menurut saya belum se-
muanya, tidak semua guru 
memiliki kerendahan hati 
untuk belajar Kembali den-

gan konsisten, menilai umur 
mereka yang sudah lanjut usia 
mengalami polemiknya sendi-
ri. Resistensi terhadap peruba-
han juga menjadikan alasan 
beberapa guru generasi baby 
boomer dan generasi X tidak 
ikut serta dalam mengarun-
gi arus teknologi. Mereka 
menilai penggunaan metode 
tradisional lebih mudah.

Dengan demikian gagap 
teknologi pada guru generasi 
baby boomer dan generasi x 
menjadi tantangan yang harus 
diatasi Bersama. Meskipun 
mereka mengalami hambatan 
dan buta teknologi tidak boleh 
menjadikan alasan stagnasi 
dalam dunia pendidikan.

Guru dari generasi mana 
pun tetap memiliki peran 
dalam membentuk generasi 
muda anak bangsa. Sehingga 
pelatihan yang intensif, pen-
dampingan kolaboratif den-
gan generasi muda yang lebih  
melek teknologi dan motivasi 
untuk belajar kembali akan 
menghilangkan disruptif. 
Guru mana pun dapat men-
jadi pelaku perubahan yang 
memimpin siswa menghadapi 
tantangan dan peluang masa 
depan yang penuh dengan 
kecerdasan buatan.(Penulis: 
mahasiswi UIN Jakarta Prodi 
Pendidikan IPS Angkatan Tahun 
2022) **Geotimes.
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Acara ini menjadi momen 
penuh makna bagi anak-
anak binaan yang meraya-

kan Natal di dalam lembaga 
pembinaan.

Kepala LPKA Palu, Mo-

KAKANWIL Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar didampingi Kepala LPKA Palu, Mohammad Kafi, saat merayakan Hari Raya 
Natal bersama anak binaan LPKA Palu pada Rabu (25/12/2024). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Kakanwil Kemenkumham Sulteng Berbagi 
Kasih dengan Anak Binaan di Hari Natal

SULTENG RAYA – Dalam rangka mempe-
ringati Hari Natal 2024, Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu mengge-
lar acara spesial yang dihadiri langsung oleh 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM Sulawesi Tengah (Kakanwil Ke-
menkumham Sulteng), Hermansyah Siregar 
pada Rabu (25/12/2024).

hammad Kafi, menyampai-
kan bahwa kegiatan ini ber-
tujuan untuk memberikan 
semangat dan kebahagiaan 
kepada anak binaan. “Natal 
adalah momen berbagi kasih 
dan harapan. Kami ingin 
memastikan bahwa anak-
anak di sini merasa diper-
hatikan dan tetap memiliki 
harapan untuk masa depan 
yang lebih baik,” ujar Kafi.

Acara yang berlangsung 
khidmat ini diisi dengan 
berbagai kegiatan seperti 
doa bersama, makan bersa-

ma dan pemberian motivasi. 
Para anak binaan terlihat an-
tusias mengikuti rangkaian 
kegiatan, yang diharapkan 
dapat memperkuat sisi spi-
ritual dan moral mereka se-
lama menjalani pembinaan.

“Kami berharap kegiatan 
ini tidak hanya memberikan 
kebahagiaan sesaat, teta-
pi juga menjadi motivasi 
bagi anak-anak untuk terus 
belajar, berkembang dan 
kembali ke masyarakat den-
gan bekal yang lebih baik,” 
jelas Kafi.

Dalam acara tersebut, 
Kakanwil Kemenkumham 
Sulteng, Hermansyah Sire-
gar, juga menyampaikan 
pesan motivasi kepada anak 
binaan. “Natal mengajar-
kan kita tentang cinta kasih 
dan pengampunan. Jadi-
kan momen ini sebagai titik 
awal untuk memperbaiki 
diri dan meraih kehidupan 
yang lebih baik,” ucap Her-
mansyah.

“Kalian tidak sendiri. 
Kami di sini untuk men-
dukung kalian dalam per-
jalanan ini. Jadikan setiap 

tantangan sebagai pelajaran 
dan yakini bahwa masa de-
pan yang cerah bisa diraih 
melalui usaha dan peruba-
han positif,” tambahnya.

Salah seorang perwaki-
lan anak binaan, RB, juga 
menyampaikan rasa syu-
kur dan harapannya dalam 
acara tersebut. “Kami san-
gat berterima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah 
peduli dan mendukung 
kami. Acara ini membuat 
kami merasa tidak sendirian 
dan memberi harapan untuk 
masa depan yang lebih baik. 

Saya berjanji akan berusaha 
berubah dan menjadi priba-
di yang lebih baik,” kata RB 
dengan penuh semangat.

LPKA Palu terus berko-
mitmen memberikan pem-
binaan holistik, termasuk 
melalui kegiatan keagamaan 
seperti ini. Dengan dukun-
gan penuh dari Kemen-
kumham Sulawesi Tengah, 
acara Natal ini menjadi salah 
satu langkah penting dalam 
menciptakan lingkungan 
pembinaan yang humanis 
dan berorientasi pada pe-
mulihan sosial.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
upaya menjaga stabilitas je-
lang tahun baru 2025 Satgas 
II Preemtif Operasi Ma-
dago Raya melalui Waka 
Polsek Poso Pesisir Sela-
tan melaksanakan kegiatan 
Sambang dan Penyuluhan 
(Binluh) kepada warga Desa 
Patiwunga,  Kecamatan 
Poso Pesisir Selatan, Jumat 
(27/12/2024). 

Kegiatan ini bertujuan 
untuk mempererat hubun-
gan Polri dengan masyara-
kat sekaligus memberikan 
edukasi terkait keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(Kamtibmas).

Dalam kesempatannya, 
Waka Polsek Ipda Moham-
mad Syaiful mengingatkan 
warga pentingnya menjaga 

situasi Kamtibmas yang 
kondusif dan menghindari 
provokasi yang berpotensi 
memecah persatuan bangsa, 
seperti isu SARA dan paham 
radikalisme. Ia juga mene-
kankan pentingnya toleransi 
antar umat beragama seba-
gai pondasi harmoni sosial.

“Perkuat si laturahmi 
dan kebersamaan di ten-
gah masyarakat. Jika mene-
mukan potensi gangguan 
Kamtibmas, segera laporkan 
kepada kami,” ujar Waka 
Polsek.

Selain itu, Waka Polsek 
juga mengajak warga untuk 
mendukung Satgas Operasi 
Madago Raya dalam men-
jaga stabilitas keamanan di 
Kabupaten Poso. Ia mene-
gaskan bahwa partisipasi 

masyarakat sangat dibu-
tuhkan untuk menciptakan 
lingkungan yang aman dan 
nyaman.

Kegiatan ini disambut 
antusias oleh masyarakat 
Desa Patiwunga. Warga 
menyampaikan apresiasi 
atas kehadiran Polri yang 
terus berupaya menjaga 
keamanan dan ketertiban di 
wilayah Poso.

Kegiatan ini diharapan 
dapat mempererat sinergi 
antara Polri dan masyarakat 
dalam menjaga situasi Kam-
tibmas. Melalui langkah 
ini, Satgas Madago Raya 
berkomitmen untuk terus 
membangun kepercayaan 
dan memberikan rasa aman 
bagi seluruh lapisan masya-
rakat.*/YAT

SATGAS II Preemtif Operasi Madago Raya melalui Waka Polsek Poso Pesisir Selatan melaksanakan 
kegiatan Sambang dan Penyuluhan (Binluh) kepada warga Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesi-
sir Selatan, Jumat (27/12/2024). FOTO: SATGAS HUMAS OPS MADAGO RAYA

SAMBANGI DESA PATIWUNGA

Satgas Madago Raya Edukasi 
Pencegahan Radikalisme
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Sementara itu, Direktur RSUD 
Anuntaloko Parigi, dr Revi Tilaar 
membenarkan banyaknya pasien yang 
dirawat di IGD rumah sakit tersebut. 
Bahkan katanya ruang perawatan ibu 
bersalin pun juga digunakan untuk 
merawat pasien lain. Menurutnya hal 
itu terjadi karena rehab dua gedung 
perawatan belum rampung.

“Sesuai kontrak, rehab dua gedung 
tersebut dimulai tanggal 1 Agustus 
2024 dan berakhir 31 Desember 2024.  
Sekarang prosesnya sudah rampung, 
rencana hari Senin (hari ini,red) dua 
gedung sudah bisa digunakan. Kami 
tinggal pasang tempat tidur pasien 

dan pemasangan jaringan internet. 
Makanya hari ini (Sabtu,red) kami 
mau rapat untuk membahas peng-
gunaan gedung tersebut,”ujar Revi di 
ruang kerjanya Sabtu (28/12/2024).

Revi mengakui terjadi keterlam-
batan proses lelang dua proyek 
rehab gedung perawatan tersebut. 
Menurutnya jika kontrak proyek 
tersebut dimulai bulan Juni, maka 
proses pekerjaannya bisa dilakukan 
secara bertahap sehingga proses 
pekerjaan rehabnya tidak dilakukan 
secara bersamaan. Agar ada salah satu 
gedung yang tetap dijadikan sebagai 
ruang perawatan.

Sementara pantauan wartawan, 
dua gedung yang direhab tersebut 
adalah gedung berlantai dua (ruang 
cemara) dan gedung berlantai empat 
yang menggunakan fasilitas lift. Na-
mun tidak ada aktivitas para pekerja 
khususnya di gedung cemara. Kondisi 
ruangan khususnya di lantai satu terli-
hat kotor dan berdebu. Sebagian lantai 
masih kondisi dibongkar lantainya. 
Sedangkan di gedung berlantai empat 
terlihat dari luar dalam kondisi ter-
kunci dan ada tangga kayu di depan 
masuk. Tidak diketahui apakah ada 
atau tidak ada aktivitas pekerjaan 
dalam gedung tersebut. AJI

katan. Layanan unggulan Serambi 
MyPertamina dirancang untuk mem-
berikan pengalaman lebih nyaman 
bagi pelanggan dengan fasilitas leng-
kap, antara lain layanan cek kesehatan 
gratis, aktivasi dan registrasi MyPerta-
mina, Wi-Fi gratis, penjualan produk 
UMKM, games/playstation, kursi pijat 
dan snack gratis, serta, merchandise 
gratis, bonus e-voucher untuk produk 
Pertamax dan Dex Series serta layanan 
registrasi subsidi tepat JBKP Pertalite,” 
ungkapnya.

Dalam memeriahkan momen akhir 
tahun,  Pertamina juga telah menyiap-
kan promo yang banyak dan menarik 
di antaranya Kado Keceriaan Natal 
& Tahun Baru yaitu dengan mem-
beli e-voucher MyPertamina senilai 
Rp1.000.000,- dan dapatkan bonus 
e-voucher Rp100.000,- yang mana 

berlangsung dari periode 17 Desember 
2024 – 5 Januari 2025. 

Selain itu ada juga Promo Istimewa 
MyPertamina yaitu cashback meng-
gunakan kartu kredit/debit BNI untuk 
pembelian Pertamax Series & Dex 
Series selama periode 20 Desember 
2024 – 5 Januari 2025. 

Selain itu ada promo Bright Gas 
Can dengan nikmati  potongan harga 
Rp2.500,- untuk pembelian Bright Gas 
Can 220 gram di Indomaret dan Bright 
Store pada periode 26 Desember 2024 
– 8 Januari 2025.

 “Melalui program Serambi MyPer-
tamina, kami tidak hanya ingin me-
mastikan ketersediaan energi selama 
masa libur Natal dan Tahun Baru, 
tetapi juga memberikan kenyamanan 
dan nilai tambah bagi masyarakat yang 
melakukan perjalanan. Promo-promo 

spesial ini adalah bentuk apresiasi 
kami kepada pelanggan setia Pertami-
na sekaligus mendorong penggunaan 
aplikasi MyPertamina sebagai solusi 
praktis dan modern,” ucapnya.

“Selain promo, kami menyediakan 
berbagai fasilitas di Serambi MyPer-
tamina. Ini adalah komitmen kami 
untuk menghadirkan pengalaman 
yang berkesan, tidak hanya sebagai 
penyedia energi tetapi juga mitra per-
jalanan masyarakat di masa liburan 
ini,” imbuh Fahrougi.

Pertamina berkomitmen untuk 
memastikan stok BBM dan LPG aman 
selama periode Natal dan Tahun Baru. 
Layanan tambahan juga disediakan 
di jalur strategis seperti SPBU Siaga, 
Pertashop, agen LPG siaga, dan mobil 
tangki standby untuk mendukung 
perjalanan masyarakat. *WAN

serta doa bersama yang dihadiri oleh 
ribuan jamaah Masjid Raya Bahodopi, 
Morowali. 

Tabligh Akbar kali ini dilakukan PT 
IMIP dengan menghadirkan pencera-
mah Ustadz Riza Muhammad.

Ketua DKM PT IMIP, Djoko Su-
prapto mengatakan, kegiatan Tabligh 
Akbar ini merupakan bentuk wujud 
syukur kepada Allah SWT bahwa pe-
laksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat 
terselenggara dengan lancar, aman.

"Semoga acara ini bisa dilakukan 
setiap tahunnya, bahkan bisa dua kali 
setahun. Olehnya itu, marilah kita 
berdoa bersama-sama agar selalu di-
berikan perlindungan dan kelancaran 

tampak kendala apapun dalam meng-
hadapi tugas-tugas pekerjaan kedepan 
di tahun 2025," ungkap Joko Suprapto 
dalam sambutannya di Masjid Raya 
Bahodopi, Minggu (29/12/2024) . 

Camat Bahodopi, Tahir mengatakan, 
dengan adanya kegiatan Tabligh Ak-
bar ini dapat memberikan pencerahan-
pencerahan bagi seluruh jama'ah yang 
hadir, sehingga menjadi wilayah yang 
aman dan diberkahi oleh Allah SWT. 
Kemudian mengintropeksi diri terkait 
apa yang sudah dilakukan di 2024 dan 
menjadi lebih baik lagi di 2025.

Sementara itu, Dalam tausiyahnya, 
Ustadz Riza Muhammad menyampai-
kan pentingnya mensyukuri nikmat 

yang diberikan oleh Allah SWT. Baik 
itu nikmat kesehatan, umur dan rezeki. 
Karena kita di dunia ini hanya sebagai 
tamu, dan sebagai persinggahan saja, 
bila waktunya kita akan dipanggil 
Allah SWT.

"Mari kita menjaga pentingnya 
shalat lima waktu dan mencegah 
perbuatan keji dan maksiyat. Dengan 
menjaga shalat maka akan membe-
rikan kesempatan untuk memohon 
ampun dan bertaubat kepada Allah 
SWT. Meningkatkan ketakwaan, yaitu 
sikap hati yang selalu taat dan patuh 
kepada perintah Allah sehingga dapat 
ketenangan dalam diri baik lahir mau-
pun batin," ucap Riza Muhammad. *WAN

dari upaya mendukung target Indone-
sia mencapai nol emisi bersih atau Net 
Zero Emission (NZE) pada 2060.

“Pekerjaan dalam pembangunan 
PLTS kanal Fatufia masih sementara 
berlangsung. Kami menargetkan akan 
segera beroperasi pada awal tahun 
2025. Proyek ini juga merupakan pe-
manfaatan lahan di dalam kawasan 
industri IMIP untuk upaya mengu-
rangi emisi karbon,” ungkap Faldy 
Pratama La'lang, engineer Departemen 

Environment PT Tsingshan, Selasa 
(10/12/2024).

Energi sistem PLTS kanal Fatufia 
bersumber dari radiasi matahari, 
melalui konversi sel fotovoltaik dan 
limbah cair atau air bahang.  Seiring 
dengan hal tersebut, Faldy Pratama 
selaku Tim Engineer Environment 
PT Tsingshan juga menyampaikan 
bahwa luas pemanfaatan lahan dalam 
pembangunan PLTS kanal Fatufia itu 
4.386 meter persegi, dengan memiliki 

panjang 255 meter dan lebar 17.2 meter.
Dengan jumlah panel 2.190 unit, 

diperkirakan kapasitas energi yang 
dihasilkan PLTS kanal Fatufia kurang 
lebih 1,27 MegaWatt peak (mWp), 
dengan spesifikasi output memiliki te-
gangan 4 phase 300 Kilowatt. Adapun 
pemanfaatan dari aliran energi yang 
ramah lingkungan tersebut akan digu-
nakan di Gedung perkantoran dan area 
untuk industri di beberapa perusahaan 
yang ada di dalam kawasan IMIP. *WAN

berkaitan dengan Saudi Arabia, itu 
kewenangannya Saudi Arabia. Tapi 
hal-hal yang berkaitan dengan dalam 
negeri, itu kewenangannya kita. Bapak 
Presiden, ingin jemaah haji tahun ini 
lebih baik, lebih efisien, lebih tertib 
dari tahun-tahun sebelumnya,” kata 
Menag.

Wamenag Romo Syafi’i menyampai-
kan hal senada. Menurutnya, Presiden 
Prabowo Subianto menginginkan pe-
nyelenggaraan ibadah haji 2025 harus 
lebih berkualitas. 

“Pada saat yang sama, beliau melihat 
banyak cost yang bisa dirasionalisasi, 
sehingga kualitasnya lebih baik, dan 

harganya lebih murah,” papar Wame-
nag Romo Syafi’i.

“Tapi hampir kita pastikan ya, Pa 
Menteri, bahwa ongkos haji tahun ini 
turun. Berapa besarannya? Itu ga bisa 
disebut sekarang, karena harus ada 
kesepakatan di Panja (Panitia Kerja 
Haji),” sambungnya.*ENG

Kegiatan tersebut berlangsung di Ge-
dung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah, Jum’at (27/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rusdy 
Mastura mengapresiasi dan menyambut 
baik terhadap kegiatan ini sebagai mo-
mentum penting meningkatkan tata kel-
ola pemerintahan dalam hal pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 

Terobosan ini bukan sekadar inovasi 
berbasis teknologi saja, akan tetapi langkah 
strategis untuk memastikan terwujudnya 
akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi 
dalam pengelolaan sumber daya keuangan 
dan aset pemerintah daerah yang menjadi 
tanggung jawab bersama.

Di era digital ini, kata gubernur, pengelo-
laan pemerintahan tidak lagi berjalan secara 
konvensional, karena teknologi informasi 
telah mengambil alih dan menjadi tulang 
punggung dalam mewujudkan pemerin-
tahan yang transparan, dan akuntabel.

Namun, perubahan ini bukan tanpa 
tantangan. Karena selain kesiapan in-
frastruktur, faktor sumber daya manusia 
juga sangat menentukan keberhasilannya. 

Ia pun berharap agar setelah aplikasi 
ini di-launching, supaya diikuti dengan 
sosialisasi agar implementasi EVAKU dan 
SIMADU tidak hanya menjadi formalitas, 
tetapi juga berdampak nyata dalam tata 
kelola pemerintahan.

Khususnya EVAKU, diharapkan jadi 
jawaban atas kebutuhan efisiensi dan 
kecepatan dalam proses verifikasi per-
tanggungjawaban keuangan. Birokrasi 
yang tadinya rumit dapat disederhana-
kan, risiko kesalahan dapat ditekan, dan 

ditambah lagi proses pelaporan menjadi 
semakin akurat.

Begitu juga dengan SIMADU, guna me-
ningkatkan pengelolaan aset daerah secara 
terintegrasi dengan dukungan basis data 
yang akurat. Mengingat pengelolaan aset 
bukan hanya soal inventarisasi, tetapi juga 
kepastian bahwa aset yang dimiliki mem-
berikan manfaat untuk pembangunan. 

Dengan penerapan SIMADU, gubernur 
yakin dapat membantu untuk memonitor 
dan mengevaluasi aset dengan lebih efek-
tif, sehingga potensi penyalahgunaan atau 
kehilangan aset dapat dicegah.

“Semoga pemanfaatan kedua aplik-
asi ini bukan hanya sebagai alat saja, 
akan tetapi membawa semangat baru, 
pola pikir dan budaya kerja baru dalam 
pengelolaan keuangan dan aset yang 
berorientasi pada transparansi, integritas, 
dan akuntabilitas,”pungkasnya.

Karo Umum Dr.Suandi menyampai-
kan aplikasi ini merupakan bahan dari 
pelaksanaan pelayanan terpadu, karena 
dapat melancarkan koordinasi, evaluasi.

Kadis Kominfo Sudaryano Lamangkona 
berharap aplikasi ini bisa menjadi membe-
rikan semangat baru untuk meningkatkan 
nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elek-
tronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Tengah. 

Turut hadir, Kaban Kesbangpol Drs.
Arfan,M.Si, Kadis Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Andi Hajidin,SE,M.Si,Karo Pe-
merintahan dan Otda Drs.Dahri Saleh,M.
Si, Karo Kesra Drs.H.Awaludin,MM, 
Kabag Keuangan Ilham, Kasub Keuangan 
Ulfa Eva serta para pejabat lingkup Pem-
prov Sulteng. *WAN

“Dari perbedaan kita mampu belajar 
akan kekurangan yang kita miliki. Kon-
sep ini sangat cocok di Indonesia yang 
memiliki kehidupan keagamaan beragam 
namun mampu membuat hal tersebut 
menjadi kekuatan,” ujar Mohsen.

Kegiatan yang digagas oleh Kantor 
Kemenag Kabupaten Sigi ini menjadi 
momentum untuk bersilaturahim serta 
untuk memperkuat semangat kerukunan 
dan toleransi antarumat beragama di 
masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil 
Mohsen juga menekankan pentingnya mo-
derasi beragama sebagai pondasi utama 
dalam menjaga harmoni kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.

“Moderasi beragama adalah jalan 
tengah yang menghindarkan kita dari 
sikap ekstremisme. Keharmonisan hanya 
dapat terwujud jika seluruh elemen masy-
arakat saling menghargai perbedaan dan 
memperkuat nilai-nilai toleransi,” tutur 
Mohsen.

Sebagai umat beragama, lanjutnya, 
masyarakat harus mampu mengimple-
mentasikan nilai-nilai moderasi beragama 
dalam kehidupan sehari-hari.

“Menumbuhkan rasa adil, memiliki 
komitmen kebangsaan yang kuat, tole-
ran, anti kekerasan, melindungi martabat 
kemanusiaan, dan menerima tradisi serta 
taat konstitusi. Apabila ini dikedepankan 
maka akan menuju pada masyarakat yang 

harmonis, rukun, dan damai,” sebutnya.
Melalui kegiatan tersebut Kakanwil 

Mohsen meminta para tokoh agama 
untuk berperan membangun kehidupan 
umat yang lebih baik dan mengajak umat 
meninggalkan hal-hal yang tidak baik. 
“Semoga kegiatan ini membawa kebaikan 
untuk umat beragama di Sulawesi Tengah 
yang kita cintai,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Kemenag Ka-
bupaten Sigi, Lutfi, dalam laporannya 
mengungkapkan bahwa Kecamatan Ki-
novaro telah dicanangkan sebagai Kam-
pung Moderasi Beragama melalui Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Kemenag RI.

“Kecamatan Kinovaro masuk dalam 
prototipe percontohan Kampung Mode-
rasi Beragama secara Nasional,” ungkap 
Lutfi.

Ia menambahkan, pemerintah daerah te-
lah membangun Tugu Moderasi Beragama 
yang telah diresmikan beberapa bulan lalu.

Kegiatan tersebut, jelas Lutfi, bertujuan 
untuk memberikan penguatan dan pema-
haman tentang kerukunan serta moderasi 
beragama khususnya di Kabupaten Sigi.

Acara ini melibatkan berbagai elemen 
masyarakat, termasuk tokoh agama, Ca-
mat, Kapolsek, Danramil, Ketua Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ka-
bupaten Sigi, penyuluh keagamaan, serta 
seluruh Kepala Kantor Urusan Agama 
se-Kabupaten Sigi. *ENG

SULTENG RAYA  - Wa-
kil Bupati Morowali Utara 
Djira K menyatakan tidak 
ada lagi desa dengan status 
sangat tertinggal atau ter-
tinggal di daerahnya.

"Pada tahun ini sudah 
tidak ada lagi desa dengan 
status tertinggal dan sangat 
tertinggal di Kabupaten 
Morowali Utara," katanya 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima di Palu, Su-
lawesi Tengah, Sabtu.

Untuk itu, ia menyam-
paikan terima kasih atas 
kontribusi dari seluruh 
kepala desa dan juga pe-
rangkat desa yang telah 
bekerja keras sehingga ti-
dak ada lagi desa dengan 
status tertinggal dan sangat 
tertinggal di daerah ini.

Ia mengharapkan setiap 
desa dapat lebih menggali 
potensi yang ada serta me-

maksimalkan pemberda-
yaan masyarakat baik secara 
kelompok maupun individu.

Ia juga meminta seti-
ap desa agar dapat lebih 
memaksimalkan Bantuan 
Keuangan Khusus yang 
diberikan oleh pemerin-
tah daerah, sehingga desa 
dapat lebih produktif dan 
dapat meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat desa.

"Mari tingkatkan koor-
dinasi agar peran desa da-
pat terus dimaksimalkan," 
ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Pemberdayaan dan 
Masyarakat Desa Moro-
wali Utara Andi Parenrengi 
mengatakan bahwa pada 
tahun 2021 masih terdapat 
tiga desa dengan status 
sangat tertinggal dan 37 
dengan status tertinggal di 
daerah itu.

"Berkat usaha seluruh 
pihak dalam tiga tahun 
ini, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah desa 
yang telah bekerja keras 
membangun desa-desa 
tersebut, sehingga dapat 
tumbuh dengan pesat dan 
lebih baik," ujarnya.

Ia mengatakan, Kabupa-
ten Morowali Utara saat 
ini berada di peringkat 
176 dari 434 kabupaten se-
Indonesia, dengan rincian 
jumlah Indeks Desa Mem-
bangun (IDM) yang terdiri 
atas 33 Desa Mandiri, 52 
Desa Maju, dan 37 Desa 
Berkembang.

Untuk itu ia mengha-
rapkan para kepala desa, 
perangkat desa, dan badan 
permusyawaratan desa 
(BPD) dapat terus memban-
gun desa dan menyejahtera-
kan masyarakat desa. *ANT

SULTENG RAYA - Fo-
rum Kerukunan Umat Be-
ragama (FKUB) Sulawesi 
Tengah memakai slogan 
"Bahagia Beragama, Berag-
ama Bahagia" sebagai satu 
upaya untuk meningkatkan 
kualitas kerukunan umat 
beragama di provinsi ter-
sebut.

"Bahagia Beragama Berag-
ama Bahagia berangkat dari 
kebiasaan-kebiasaan yang 

telah ada di masyarakat, 
yang kemudian dikembang-
kan oleh FKUB menjadi satu 
slogan atau gerakan," kata 
Ketua FKUB Sulteng Zainal 
Abidin di Palu, Minggu.

Ia mengemukakan slogan 
Bahagia Beragama Berag-
ama Bahagia merupakan 
satu gagasan konsep yang 
menjadi gerakan untuk me-
mupuk toleransi antar umat 
beragama.

Misalnya, masyarakat 
umat beragama dari semua 
agama yang telah terbiasa 
hidup berdampingan dalam 
satu lingkungan peruma-
han, dan terbiasa bersama-
sama melakukan kerja bakti 
pembersihan lingkungan 
perumahan.

Hal itu menunjukkan 
adanya satu kebersamaan 
antarumat beragama untuk 
mewujudkan lingkungan 

FKUB Sulteng Pakai Slogan Bahagia 
Beragama Tingkatkan Kerukunan

yang bersih.
"Berangkat dari hal-hal 

kecil kemudian dikembang-
kan oleh FKUB Sulteng 
menjadi gerakan pende-
katan pembinaan masyara-
kat yang substansinya un-
tuk meningkatkan kualitas 
kerukunan umat beragama, 
sehingga toleransi terus 
tubuh dalam kehidupan 
sosial," ujarnya.

Slogan tersebut digagas 
pada akhir 2024 dan mulai 
2025   nanti digencarkan  
melalui program kegiatan, 
kanal internet, papan rek-
lame di Kota Palu, media so-
sial termasuk media massa.

"Tahun 2025 semua ke-
giatan FKUB Sulteng men-
gangkat tema tentang Ba-
hagia Beragama Beragama 
Bahagia," ucapnya.

Ia memaparkan ada se-
jumlah kegiatan dilaksana-
kan FKUB tahun depan 
yaitu, bakti sosial melibat-
kan pemuda lintas agama 
yang tergabung dalam pen-
gurus Pelopor Kerukunan 
Dunia Maya FKUB Provinsi 
Sulteng.

Wabup Djira:  Tidak Ada Lagi 
Desa Tertinggal di Morut

"Kami memfasilitasi para 
pemuda lintas agama un-
tuk berkolaborasi dengan 
komunitas-komunitas pe-
muda yang ada, untuk me-
laksanakan bakti sosial di 
masyarakat," tutur Zainal.

Ia menambahkan pihak-
nya juga melaksanakan lom-
ba video pidato tentang Ba-
hagia Beragama Beragama 

Bahagia khusus bagi Gen-Z 
dan kegiatan itu melibatkan 
FKUB tingkat kabupaten/
kota se-Sulteng.

Perbedaan agama, bu-
daya, suku dan bahasa me-
rupakan ketetapan Tuhan 
Yang Maha Esa, sehingga 
perbedaan tersebut jangan 
menjadi pembatas umat be-
ragama untuk memperkuat 

silaturahim dengan umat 
beragama yang lain.

"Perbedaan agama, ba-
hasa, budaya, jangan sampai 
menjadi sebab pertikaian 
dan perselisihan. Sebagai 
masyarakat yang beragama, 
memandang perbedaan itu 
sebagai suatu karunia yang 
memperkuat kerukunan," 
kata dia. ANT

KETUA FKUB Sulawesi Tengah Zainal Abidin (kiri) memberikan keterangan terkait slogan "Bahagia Beragama, 
Beragama Bahagia". FOTO: ANTARA/FKUB SULTENG
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SULTENG RAYA- Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Kemendikdasmen) melalui Di-
rektorat Jenderal Guru & Tenaga 
Kependidikan (Ditjen GTK) telah 
melaksanakan program Pendidikan 
Profesi Guru (PPG) bagi Guru Ter-
tentu (Dalam Jabatan) tahun 2024. 

PPG bagi Guru Tertentu di tahun 
2024 dilaksanakan dalam tiga tahap, 
yakni Piloting PPG bagi Guru Ter-
tentu tahap 1 dengan jumlah peserta 
sebanyak 90.487 peserta, Piloting ta-
hap 2 sebanyak 211.068 peserta, dan 
di tahap 3 sebanyak 305.046 peserta. 

Dengan total keseluruhan peserta 
sebanyak 606.601 PPG bagi Guru 
Tertentu tahun 2024 dengan kelu-
lusan sejumlah 598.558 (98,59%). Ini 
merupakan pelaksanaan PPG bagi 
Guru Tertentu dengan jumlah peser-
ta terbanyak dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Guru yang 
telah lulus PPG berhak mendapatkan 
sertifikat pendidik dan tunjangan 
sertifikasi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku pada tahun berikutnya. 

Hal ini menunjukkan komitmen 
nyata Kemendikdasmen dalam 
meningkatkan kompetensi dan 
kesejahteraan guru. Langkah perce-
patan penuntasan guru yang belum 
memiliki sertifikasi pendidik ini 
merupakan implementasi PPG sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendidi-
kan, Kebudayaan, Riset, dan Tekno-
logi (Permendikbudristek) Nomor 
19 Tahun 2024 tentang Pendidikan 
Profesi Guru. 

Program Pendidikan Profesi Guru 
memiliki dua fokus yakni penyiapan 
Calon Guru (Prajabatan) dan penun-
tasan sertifikasi pendidik bagi Guru 
Tertentu (Dalam Jabatan). Dengan 
adanya Program PPG, diharapkan 
tercapai hadirnya guru-guru yang 
memiliki kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi profesional 
sesuai amanat Undang Undang Re-
publik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2005 Tentang Guru dan Dosen. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK) Kemendikdas-
men, Nunuk Suryani, menyampai-

kan, hadirnya program penuntasan 
sertifikasi pendidik melalui PPG 
merupakan langkah strategis un-
tuk meningkatkan kompetensi dan 
kesejahteraan para guru baik yang 
statusnya ASN maupun non-ASN.

“Selama ini program PPG bagi 
Guru Tertentu telah berjalan den-
gan baik, tanpa ditemukan ham-
batan-hambatan yang berarti. Se-
lanjutnya, sebagai bagian dari trans-
formasi PPG bagi Guru Tertentu 
dan upaya percepatan sertifikasi 
guru, kami menyelenggarakan PPG 
bagi Guru Tertentu tahun 2024 den-
gan sasaran lebih besar dan dapat 
mendukung penuntasan guru yang 
belum memiliki sertifikat pendidik. 
Kami tengah mengupayakan penun-
tasan sertifikasi bagi 1.3 juta guru di 
bawah naungan Kemendikdasmen. 
Diharapkan semua guru di Indonesia 
telah memiliki sertifikasi pendidik 
(serdik) paling lambat di tahun 
2026,” jelas Dirjen Nunuk.

Penyelenggaraan program PPG 
bagi Guru Tertentu dilakukan me-
lalui pembelajaran mandiri dan 
penugasan terstruktur secara daring, 
tanpa memungut biaya pada peser-
ta atau gratis, karena sepenuhnya 
dibiayai oleh pemerintah melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Oleh karena itu 
Dirjen Nunuk juga menghimbau 
para guru agar berhati-hati terhadap 
segala bentuk penipuan yang men-
gatasnamakan pihak manapun untuk 
meminta pungutan biaya atau pem-
bayaran dalam proses pelaksanaan 
PPG. Para guru juga dihimbau men-
jaga integritasnya sebagai seorang 
guru untuk mengikuti proses pem-
belajaran secara jujur dan mandiri.

Saat ini, terdapat sekitar 480ribu 
guru yang mengikuti seleksi ad-
ministrasi PPG bagi Guru Tertentu 
yang telah dilaksanakan pada 28 
November hingga 20 Desember 2024 
melalui aplikasi SIMPKB. Bagi guru-
guru yang belum termasuk sasaran 
peserta PPG bagi Guru Tertentu 2024, 
nantinya dapat mengikuti seleksi ad-
ministrasi PPG bagi Guru Tertentu di 
periode berikutnya di tahun 2025. ENG

Sepanjang Tahun 2024, 
Ratusan Guru Ikut PPG

KEPALA Balai Bahasa Sulteng, Asrif foto bersama dengan 42 penulis Buku Cerita Dwibahasa untuk Anak, di Aula MAN Negeri 2 Palu pada Sabtu 
(28/12/2024). FOTO: IST

Balai Bahasa Sulawesi Tengah Luncurkan 
42 Buku Cerita Dwibahasa untuk Anak

"Bukan bahasa Indone-
sia yang diterjemahkan ke 
bahasa daerah, melainkan 
bahasa daerah yang diterje-
mahkan ke bahasa Indone-
sia. Sebab, jika dimulai dari 
bahasa Indonesia, struktur 
bahasa daerah bisa menjadi 
aneh. Proses penulisan di-
mulai dalam bahasa daerah 
terlebih dahulu, baru diter-
jemahkan," ujar Kepala Balai 
Bahasa Sulteng, Asrif, dalam 

acara peluncuran buku ceri-
ta dwibahasa yang digelar 
di Aula MAN Negeri 2 Palu 
pada Sabtu (28/12/2024).

Asrif menegaskan pen-
tingnya menjaga kedaulatan 
bahasa Indonesia sebagai 
bahasa negara, namun tetap 
memberikan ruang bagi 
keberagaman bahasa dae-
rah. Menurutnya, menjaga 
bahasa Indonesia adalah 
kewajiban kewarganega-

SULTENG RAYA – Balai Bahasa Sulawesi 
Tengah (Sulteng) kembali menghasilkan 
karya dalam upaya melestarikan bahasa 
daerah dan memperkaya literasi anak-anak. 
Pada tahun 2024 ini, Balai Bahasa Sulteng 
meluncurkan 42 buku cerita dwibahasa, yang 
mengusung konsep unik, yakni bahasa daer-
ah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
Hal ini berbeda dengan kebanyakan buku 
cerita yang biasanya menerjemahkan bahasa 
Indonesia ke bahasa daerah.

raan, sementara menjaga bahasa 
daerah adalah kewajiban sebagai 
warga etnis. 

"Indonesia membuktikan bah-
wa kita berdiri teguh dengan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan. Bahasa daerah menjadi 
identitas kita, sementara bahasa 
asing hanya sebagai tambahan 
yang digunakan sesuai kebutuhan 
sebagai pengembangan," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Balai 
Bahasa Sulteng juga memberikan 
penghargaan kepada para penulis 
42 buku cerita dwibahasa yang 
telah dirilis pada tahun ini. Para 
penulis tersebut berasal dari ber-
bagai profesi dan daerah dengan 
bahasa ibu yang beragam, antara 
lain Kota Palu, Kabupaten Sigi, 
Parigi, Poso (Pamona), Banggai 
(Saluan), dan Buol. Di tempat yang 
sama, Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kota Palu, Syamsul 
Syaifuddin, yang turut hadir dalam 
acara tersebut, memberikan apresi-
asi terhadap inisiatif Balai Bahasa 
Sulteng dalam melestarikan bahasa 
daerah serta mengembangkan 
literasi anak-anak. "Kami sangat 

mendukung kegiatan ini. Semo-
ga karya-karya seperti ini dapat 
mempererat kecintaan anak-anak 
pada bahasa dan budaya daerah 
mereka, sekaligus memperkaya 
wawasan tentang kekayaan budaya 
Indonesia," kata Syamsul.

Syamsul juga menambahkan, 
bahwa bahasa Indonesia adalah 
simbol kebanggaan nasional, se-
mentara bahasa daerah merupakan 
identitas lokal yang harus dilesta-
rikan. "Keduanya memiliki peran 
penting dalam kehidupan kita 
sebagai bangsa dengan warisan bu-
daya yang sangat kaya," imbuhnya.

Dengan harapan, kehadiran 42 
buku cerita dwibahasa ini diha-
rapkan dapat menjadi kontribusi 
dalam upaya pelestarian bahasa 
daerah dan memperkenalkan ke-
kayaan budaya Indonesia sejak dini 
kepada anak-anak. Dengan adanya 
karya-karya tersebut, anak-anak 
di Sulawesi Tengah, dan seluruh 
Indonesia pada umumnya, dapat 
lebih dekat dengan bahasa daerah 
mereka sekaligus memperkaya 
pengetahuan mereka tentang ke-
beragaman budaya tanah air. ENG

Resolusi tahun baru men-
jadi salah satu cara untuk 
fokus pada tujuan, mengem-
bangkan disiplin, dan me-
ningkatkan motivasi dalam 
mencapai kesuksesan. Selain 
itu, tahun baru juga merupa-
kan waktu yang tepat untuk 
memperbarui komitmen, 
membangun kebiasaan po-
sitif, serta meningkatkan 
kualitas hidup. Oleh karena 
itu, sangat penting bagi 
mahasiswa untuk meman-
faatkan momen ini dengan 
sebaik-baiknya.

R e k t o r  U n i v e r s i t a s 
Muhammadiyah (Unismuh) 
Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, 
SE, MM, mengajak seluruh 

Rajindra

Tahun Baru 2025, Semangat Baru untuk Mahasiswa
SULTENG RAYA- Tahun baru 2025 memba-
wa semangat baru bagi semua, terutama para 
mahasiswa. Momen pergantian tahun ini 
menjadi kesempatan berharga untuk mere-
fleksikan pencapaian masa lalu, mengevalua-
si kekuatan dan kelemahan diri, serta meren-
canakan masa depan yang lebih cerah.

mahasiswa untuk memban-
gun Resolusi Tahun Baru 
2025 yang lebih bermakna 
dan berdampak. Berikut 
adalah beberapa langkah 
yang disarankan untuk 
membangun resolusi yang 
bisa meningkatkan motiva-
si, semangat, dan prestasi 
akademik. Meningkatkan 
Motivasi dan Semangat Be-
lajar Tahun baru adalah 
waktu yang tepat untuk 
membangkitkan semangat 
baru dalam belajar. Maha-
siswa diharapkan dapat 
membangun semangat yang 
tinggi untuk mencapai tuju-
an akademik serta berfokus 
pada pencapaian yang lebih 
baik di tahun yang baru.

Mengembangkan Disiplin 
dan Konsistensi Disiplin dan 
konsistensi menjadi kunci 
dalam mencapai tujuan. 
Dengan membangun kebi-
asaan disiplin dalam belajar 
serta bertanggung jawab 
terhadap waktu dan tugas, 
mahasiswa dapat mening-
katkan efisiensi dan efekti-
vitas dalam setiap langkah 
yang diambil.

Mencapai Tujuan Akade-
mik dan Pribadi Resolusi 
yang terencana dengan baik 
dapat membantu mahasiswa 
mencapai tujuan akademik 
dan pribadi dengan lebih 
efektif dan efisien. Maha-
siswa perlu meningkatkan 
kesadaran akan prioritas 
dan membuat perencanaan 
yang lebih terarah untuk 

meraih sukses.
Mengurangi Stres dan Me-

ningkatkan Keseimbangan 
Hidup Mengelola waktu 
dan prioritas dengan bijak 
sangat penting untuk men-
jaga keseimbangan antara 
kehidupan akademik, pri-
badi, dan sosial. Dengan 
demikian, mahasiswa dapat 
mengurangi tingkat stres 

dan tetap menjaga kesehatan 
fisik dan mental.

Membangun Kepercayaan 
Diri dan Kesadaran Diri 
Tahun baru juga menjadi 
waktu yang tepat untuk 
meningkatkan kepercayaan 
diri. Mahasiswa perlu mem-
perkuat mental dan emosi 
agar lebih siap menghadapi 
tantangan di dunia akade-

mik dan kehidupan seha-
ri-hari.

Menurut Prof. Dr. H. 
Rajindra, tahun baru adalah 
kesempatan untuk memulai 
kembali dengan semangat 
baru. Dengan resolusi yang 
tepat, mahasiswa dapat le-
bih fokus dalam meraih tu-
juan akademik dan pribadi. 
Namun, yang terpenting 

adalah memastikan resolusi 
yang dibuat realistis, konsis-
ten, dan berkelanjutan.

"Semoga tahun baru ini 
membawa kesuksesan, ke-
bahagiaan, dan pencapaian 
yang lebih besar bagi kita 
semua. Ingatlah untuk selalu 
berusaha dengan maksimal 
dan menjaga semangat bela-
jar," pesan Rektor Unismuh 

Palu.
“Dengan memanfaat-

kan kesempatan ini se-
baik-baiknya, kita semua 
dapat memulai tahun 2025 
dengan langkah yang lebih 
pasti dan penuh harapan. 
Selamat Tahun Baru! Semo-
ga sukses selalu menyertai 
setiap langkah kita,”harap-
nya. ENG


